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Rahma Noor Istiqomah, D0106086, Kinerja Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, Skripsi, Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 2010, 111 halaman. 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) merupakan upaya pemerintah dalam 
mempertahankan keberadaan cagar budaya untuk meningkatkan mutu kawasan 
kota dan penggalian nilai-nilai budaya agar dapat diwariskan kepada generasi 
mendatang.  Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sebagai salah satu instansi yang 
bertanggungjawab telah berusaha melaksanakan tugasnya secara maksimal, tetapi 
dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini 
adalan ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) sehingga diharapkan dapat 
menjadi acuan/input bagi upaya penyelenggaraan kinerja dalam pelaksanaan 
setiap program/kebijakan di Kota Surakarta. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, 
observasi dan telaah dokumen. Untuk menjamin validitas data yang digunakan 
penulis menggunakan teknik trianggulasi data dan analisa pemikiran yang 
digunakan adalah analisa model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data, dan penarikan simpulan. 
Dari hasil penelitian, Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) direpresenasikan melalui indikator responsivitas, 
responsibilitas, dan akuntabilitas. Secara menyeluruh kinerja belum optimal 
karena masih adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Responsivitas 
dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) belum opimal karena kurangnya 
daya daya tanggap Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam menanggapi keluhan 
masyarakat. Selain itu komunikasi yang terjadi antara masyarakat dengan Dinas 
belum berjalan dengan baik. Dalam hal responsibilitas, penyelenggaraan 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya dikatakan belum cukup baik. Pelaksanaan 
akuntabilitas juga berjalan dengan cukup baik. Pertanggungjawaban berlangsung 
antara Dinas dan Walikota dan Dinas dengan masyarakat. 
Dalam menjalankan kinerjanya, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta juga 
menjumpai berbagai faktor penghambat seperti kurangnya pendanaan, kurangnya 
sarana dan prasarana, belum adanya peraturan daerah, dan kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap Kawasan Cagar Budaya. Selain itu, ada pula faktor 
pendukung yaitu adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota 
dengan instansi yang lain antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragar, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda. Selain 
itu adanya sumber daya manusia yang professional di Dinas Tata Ruang Kota juga 






















































Rahma Noor Istiqomah, D0106086, Final Task, Performance Ministry of 
City Planology Surakarta in Conservation Culture Preserve Area, Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sebelas 
Maret Surakarta, 2010, 111 pages. 
Culture Preserve Area is the government's efforts in maintaining the existence of 
cultural heritage to improve the quality of urban areas and excavation of cultural 
values can be passed on to the next generations. Ministry of City Space Design  as 
one of institution whose responsible have been trying to do their job optimally, 
but its implementation is still encountered various obstacles. The purpose of this 
study is to investigate the performance ministry of City Planology in conservation  
culture preserve area, it is expected to be a reference/input for organizing efforts 
in the implementation of the performance of each program/policy in Surakarta. 
This research is a qualitative descriptive study using primary data and secondary 
data obtained from interviews, observation and document review. To ensure the 
validity of the used data,  the author used triangulation techniques of data the 
analysis of thought  is  an interactive analysis model that is collection of data, 
reduction of data, presentation of data  and conclusions. 
From the results of research, Performance ministry of City Planology in 
conservation culture preserve area is represented by indicator responsiveness, 
responsibility and accountability. In majority,  the performance is not optimal yet 
because there are still some problems in preservation,  culture preserve area has 
not been optimal because of the lack of responsiveness of ministry of city Space 
Design in response to public complaints. In addition, communication between 
people with the Department has not been going well. In terms of responsibility, 
the implementation of preservation of  culture conserving area was not been 
optimal. Implementation of accountability also works quite well. Accountability 
took place between the Department and the Mayor and  Department with the 
community. 
In carrying out its performance, ministry of City Planology also found a variety of 
obstacles, such as lack of funding, lack of facilities and infrastructure, the absence 
of local regulations, and lack of public understanding of the culture preserve area. 
In addition, there is also a supporting factor that is the cooperation between 
Performance ministry of City Planology and  other agencies, such as ministry of 
education youth and sport, ministry of Cultural and tourism, Ministry of Public 
Works and Regional Planning and Development Ministry. And there is a 




















































A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai Benda 
Cagar Budaya (BCB) sebagai peninggalan sejarah masa lampau. Peninggalan 
tersebut merupakan warisan yang sangat penting karena para ahli bisa 
mempelajari tentang kehidupan masa lampau baik dalam masa prasejarah maupun 
setelah manusia mengenal tulisan. Selain itu, dapat menjadi bahan kajian baik 
secara umum maupun dalam dunia pendidikan. Salah satu fungsi peninggalan 
sejarah adalah sebagai sumber nilai dan informasi sejarah, disamping 
mencerminkan jati diri dan kepribadian budaya bangsa. 
Nilai-nilai historis yang terdapat dalam peninggalan bersejarah yang sarat 
akan berbagai macam makna tersebut harus dipahami oleh bangsa Indonesia dari 
generasi ke generasi. Hal tersebut dikarenakan banyak terdapat berbagai macam 
nilai lain yaitu nilai kepahlawanan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan 
nilai-nilai budi pekerti yang luhur.  
Dalam suatu daerah seharusnya peninggalan sejarah tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan. Tetapi yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah 
kemerosatan. Pada kenyataannya, sekarang ini banyak peninggalan budaya dan 
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memang telah dialih fungsikan menjadi bangunan modern melalui pembangunan 
yang tidak mengindahkan aspek budaya dan sejarah. 
Kemerosatan terjadi seiring adanya usaha pembangunan yang terus 
berlangsung. Pembangunan yang harusnya memberi dampak positif justru sering 
berdampak negatif terhadap kelestarian Benda Cagar Budaya (BCB). Problem-
problem seperti ini sering muncul di daerah perkotaan. Kegiatan pembangunan 
tanpa menghiraukan keberadaan cagar budaya hingga saat ini masih terus 
berlangsung. Hal ini tampak dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas dari 
cagar budaya itu sendiri. Disadari atau tidak, penurunan kualitas dan kuantitas 
dari  bangunan bersejarah tersebut sedikit banyak juga diakibatkan oleh kurang 
dimilikinya kesadaran masyarakat.  
Melihat hal di atas, maka upaya pelestarian terhadap Benda Cagar Budaya 
(BCB) menjadi hal yang mutlak untuk segera dilakukan. Hal ini dilakukan agar 
cagar budaya yang masih ada terselamatkan dan dapat bertahan dalam jangka 
waktu yang lama.  
Mengingat pentingnya Benda Cagar Budaya (BCB) sebagai peninggalan 
sejarah, maka Benda Cagar Budaya (BCB) tersebut dilindungi oleh Undang-
undang, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 
Pada pasal satu disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya merupakan : 
1. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan 
atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur 
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.  
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
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Selain itu, masih dalam pasal satu UU No. 5 Tahun 1992 juga disebutkan 
bahwa situs merupakan lokasi yang mengandung atau diduga mengandung Benda 
Cagar Budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamananya.  
Sedangkan menurut SK Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Surakarta Nomor 646/116/I/1997 Bangunan Kuno/Bersejarah (Cagar 
Budaya) adalah bangunan buatan manusia maupun benda alam, yang berupa 
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur 
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa jaya yang khas 
dan mewakili masa jaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta 
dianggap mempunyai nilai bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya. 
Selain peraturan di atas, untuk menunjang kegiatan pelestarian Benda 
Cagar Budaya juga masih terdapat peraturan yang lain yaitu, PP No. 10/1993 
tentang penjelasan UU No. 5/1992, dan Kepdirjenbud No. 063/U/1995 tentang 
perlindungan dan pemeliharaan BCB 
Surakarta merupakan salah satu kota kuno yang kaya akan berbagai cagar 
budaya. Sejumlah cagar budaya yang terdapat di Surakarta sejalan dengan 
perjalanan sejarah daerah-daerah lain, meliputi jaman Penjajahan Belanda (1595-
1942), jaman Pendudukan Jepang (1942-1945), dan jaman Kemerdekaan (1945-
sekarang) dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia.  
Peraturan tentang keberadaan Benda Cagar Budaya terdapat dalam Surat 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 
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Bersejarah. Dalam keputusan tersebut terdapat 70 macam bangunan dan kawasan 
yang dilindungi yang dikelompokkan menjadi enam kelompok besar.  
 
Tabel 1.1 
Bangunan dan Kawasan Bersejarah di Surakarta 
No Kelompok Bangunan Nama Obyek 
1. Kelompok Kawasan Keraton Kasunanan, Pura Mangkunegaran, 
Lingkungan Perumahan Baluwarti, 
Kingkungan perumahan Laweyan 
2.  Kel. Bangunan Rumah 
Tradisional 
Dalem Brotodiningratan, Dalem 
Purwodiningratan, Dalem Sasono Mulyo, 
Dalem Suryo Hamijayan, Dalem 
Wuryoningratan, Dalem Mloyosuman, Dalem 
ngabeyan 
3.  Kelompok Bangunan 
Umum Kolonial 
Pasar Harjo Nagoro, Bank Indonesia, Bekas 
Kantor Pertanian, Kantor Pengadilan Agama, 
Bekas Kantor Veteran, Kantor Bondo 
Laksono, Kantor UPD Perparkiran, Sekolah 
Pamardi Putri, Buderan Parbayan, Museum 
Radyapustaka, Stasiun Balapan, Stasiun 
Purwosari, Stasiun Jebres, Benteng 
Vestenburg, Bangunan Kodim Lumakso, 
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Wisma Batari, Bekas RS. Kadipolo 
4. Kelompok Bangunan 
Peribadatan 
Masjid Agung, Masjid Al-Wustho, Langgar 
Laweyan, Langgar Merdeka, Gereja St. 
Anthonius, Wihara Avalokiteswara, Wihara 
Po An King 
5. Kelompok Gapura, 
Tugu,Monumen, 
Perabot Jalan 
Gapuro Batas Kota (Kleco, Jurug, Grogol), 
Gapuro Keraton (Klewer, Gladag, Batangan, 
Gading), Tugu Lilin, Tugu Cembrengan, 
Tugu Taligoro, Tugu Jam Pasar Gede, Tugu 
Tiang Lampu Gladag, Monumen 45 
Banjarsari, Monumen Pasar Nongko, 
Monumen Panularan, Monumn Sondakan, 
Monumen Pejuang TP, Monumen Gerilya, 
Monumen Gerilya Masatepe, Monumen 
Stadion Sriwedari, Patung Slamet Riyadi, 
Patung Gatot Subroto, Patung Ronggowarsito, 
Jembatan Arifin, Monumen Perisai Pancasila, 
Patung Seratin, Jembatan Pasar Harjo Nagoro, 
Monumen Guru PGRI, Jembatan Pasar Legi 
6. Ruang Terbuka/Taman Makam Ki Ageng Henis, Taman Sriwedari, 
Petilasan Penembahan Senopati, Taman 
Balaikambang, Taman Jurug, Taman 

















































Sumber: Lampiran I Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Surakarta No. 646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan 
Kawasan Kuno Bersejarah. 
 
Keberadaan bangunan bersejarah di Surakarta tersebut menjadi ciri khas 
yang membedakan kota Surakarta dengan daerah yang lain, sehingga dijuluki 
sebagai Kota Budaya. Sebagai Kota Budaya, sudah seharusnya keberadaan 
bangunan tersebut mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah maupun 
masyarakat Surakarta. Hal tersebut dikarenakan keberadaan bangunan bersejarah 
menjadi sumber yang sangat penting untuk mengetahui sejarah kota Surakarta 
bagi generasi yang akan datang. Dengan mengetahui sejarah kota Surakarta, akan 
menciptakan rasa kebanggaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan semangat 
untuk mencintai kebudayaan bangsa dengan cara mempertahankan dari berbagai 
ancaman yang datang sehingga bangunan tersebut dapat bertahan dalam jangka 
waktu yang lama.  
 Namun, sangatlah disayangkan dari ke tujuh puluh Benda Cagar Budaya 
(BCB) tersebut beberapa diantaranya hilang/berubah fungsinya dan tidak 
diketahui keberadaannya.. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah 
terhadap peninggalan kuno sangatlah minim.  Bangunan-bangunan yang dulu 
dibangun dengan cucuran keringat, bahkan dipertahankan dengan darah sehingga 
menyimpan memori kehidupan masa lalu termasuk perjuangan kemerdekaan 
bangsa itu, kini tak lebih dari bangunan tua yang terabaikan. Yang lebih ironis, 
bahkan bekasnya sudah tidak ada lagi. Hal diatas sangat bertentangan dengan UU 
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Kawasan historis (bersejarah) adalah kawasan dengan kekayaan sejarah 
dan budaya serta merupakan salah satu jejak peninggalan masa lalu dari sebuah 
kota. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
sejarah kota Surakarta. Kawasan Kasunanan dan mangkunegaran merupakan yang 
paling berpengaruh terhadap perkembangan Kota Surakarta karena keduanya 
tersebut merupakan pusat pemerintahan pada jaman dahulu. Seiring dengan 
perkembangan sejarah, maka kedua kawasan tersebut bukan merupakan pusat 
pemerintahan yang ada, namun tetap menjadi sumber sejarah yang perlu 
dilestarikan keberadaannya. (www.keratonsurakarta.com)  
Kawasan perumahan Baluwarti merupakan kawasan perumahan yang 
dekat dengan kawasan Keraton Kasusunan. Sedangkan Laweyan merupakan suatu 
kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Dilihat dari segi 
sejarah keberadaan Kampung Laweyan Surakarta sudah ada sejak sebelum tahun 
1500M (Priyatmono dalam jurnal Peleatarian Kampung Batik Laweyan Kota 
Surakarta, http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=ARS) 
Kawasan bersejarah merupakan salah satu bentuk dari Benda Cagar 
Budaya, sehingga keberadaannya perlu untuk dilestarikan.  Pelestarian atau sering 
disebut juga konservasi dilakukan agar Kawasan Cagar Budaya (KCB) tersebut 
dapat terjaga dalam jangka waktu yang sangat lama.  
Pelestarian yang dilakukan tidak semata untuk meningkatkan mutu 
kawasan kota secara fisik saja, tetapi juga untuk menjaga stabilitas perkembangan 
kawasan atau bangunan itu sendiri. Bangunan bersejarah sebagai warisan masa 
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kota akan terjadi secara alamiah, berurutan, tanpa harus kehilangan masa lalu 
yang dapat dijadikan cermin untuk pembangunan masa depan. 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) mempunyai peranan yang penting bagi 
kota Surakarta yang apabila tidak tertata dengan baik dikhawatirkan nantinya akan 
semakin memburuk kondisinya. Kondisi yang demikian juga merupakan ancaman 
serius bagi kota secara tidak langsung karena dapat mempercepat penurunan 
kualitas fungsional, visual, maupun lingkungan.  
Ancaman terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Surakarta perlu 
segera mendapatkan respon untuk segera diperbaiki. Misalnya di kawasan 
Mangkunegaran. Beberapa bangunan fasilitas publik yang dibangun oleh Pura 
Mangkunegaran dan Pemerintahan Kolonial Belanda, sampai saat ini masih dapat 
ditemui, meskipun fungsi dan penggunaannya tidak maksimal. (dalam jurnal 
Revitalisasi Bangunan Fasilitas Publik Pura Mangkunegaran Surakarta, 
http://repository.gunadarma.ac.id:8000/browse.php?nfile=1268)  
Selain Kawasan Mangkunegaraan yang perlu segera diperpaiki, keadaan 
kawasan Kearaton Kasunanan dan Baluwarti  juga tak jauh berbeda. Keraton 
Kasunanan Surakarta adalah salah satu bentuk peninggalan sejarah Bangsa 
Indonesia dan merupakan hasil karya budaya yang sangat tinggi nilainya, 
khususnya berkaitan dengan kebudayaan Jawa. Kenyataannya, perkembangan 
Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta kini, baik dari segi guna lahan dan 
bangunannya, kurang memperhatikan keberadaan kawasan sebagai kawasan 
bersejarah, tercermin dari perubahan guna lahan kawasan yang semula merupakan 
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serta berubahnya bangunan-bangunan lama rumah penduduk menjadi bangunan-
bangunan baru dengan gaya arsitektur modern. (dalam jurnal Dimensi Teknik 
Arsitektur Vol. 33, No. 1, Desember 2005 Perkembangan dan Pelestarian 
Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, 
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/viewFile/16867/16841). 
Selain adanya perubahan guna kawasan, banyak bangunan cagar budaya 
yang berada di sekitar kawasan Keraton Kasunanan tidak terawat. Misalnya 
Masjid Agung Surakarta. Menurut Sudarmono, Walikota harus tanggap dengan 
kondisi di serambi masjid itu, jangan sampai dibiarkan, mengingat gempa bumi 
mugkin saja terjadi di Solo. (www.solopos.com/2009/solo/walikota-diminta-
segera-tanggap-darurat-soal-masjid-agung-6367) 
Laweyan yang merupakan rumah-rumah para pedagang batik jaman 
dahulu juga mengalami nasib yang sama. Seiring dengan meningkatnya intensitas 
kegiatan komersial seperti perdagangan dan perkantoran, maka Kampung Batik 
Laweyan semakin lama terdesak oleh bangunan-bangunan baru yang lebih 
memiliki nilai ekonomis, namun miskin identitas, bangunan tersebut di bangun 
tanpa mempertimbangkan karakter bangunan di sekitarnya, sehingga tampak 
asing dan tidak estetis. 
Bangunan tua di Kelurahan Laweyan yang ditetapkan sebagai kawasan 
cagar budaya, banyak yang tidak terawat. Bangunan tua seperti masjid, tembok-
tembok tinggi dan rumah kuno di kawasan yang terkenal dengan produksi batik 
itu sebagian tidak mendapat sentuhan perawatan, bahkan rapuh dimakan usia.  
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bangunan kuno dan bersejarah yang terancam hancur perlahan lahan. Satu per satu 
bangunan kuno dengan keindahan arsitekturnya, mulai rusak, dan sebagian lain 
berubah fungsi menjadi ruko atau bangunan baru yang arsitekturnya berbeda 
dengan karakteristik kawasan secara umum. Banyak di antara bangunan-bangunan 
tua tersebut yang dibiarkan dalam keadaan rusak dan tidak terpelihara. Bahkan 
bekas rumah Ketua SDI (Serikat Dagang Islam) H Samanhoedi salah satu 
pahlawan nasional- tampak sudah tak utuh lagi, bagian depannya digempur habis. 
(dalam jurnal Pelestarian Kawasan Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, 
http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=ARS) 
Upaya pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada 
dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan 
penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa 
lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian suatu peristiwa sejarah 
yang pernah terjadi pada masa lalu. Hal lain menyatakan bahwa tradisi dan 
peninggalan sejarah yang memiliki nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta 
kemanfaatan nasional, perlu dibina dan dipelihara untuk diwariskan kepada 
generasi muda. 
Menyadari pentingnya Kawasan Cagar Budaya (KCB) untuk mengetahui 
sejarah masa lalu, maka upaya pelestarian perlu untuk segera dilakukan. Upaya 
pelestarian tersebut memerlukan upaya banyak pihak khususnya dari Pemerintah 
Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Tata Ruang Kota.  
Selama kurun waktu 2006-2009, kegiatan yang dilakukan Dinas Tata 
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pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) melakukan penjagaan atau 
mempertahankan kederadaan Kawasan Cagar Budaya (KCB) agar dapat bertahan 
dalam jangka waktu yang lama dan diwariskan kepada generasi mendatang. 
Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta tidak terlepas 
dari berbagai hambatan antara lain kurangnya pendanaan. Selaian adanya 
hambatan, juga ditemui hal-hal yang mendukung dalam upaya pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) antara lain sumber daya manusia yang 
professional dan mencukupi. 
 Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Kota Surakarta sedang gencar 
mengusung berbagai slogan yang bertujuan menunjukkan kepada masyarakat 
bahwa Kota Solo sebagai  kota  budaya. Berbagai slogan dipopulerkan di Kota 
Solo, antara lain : Solo Kota Budaya, Solo The Spirit of Java, Solo Kuthaku Jawa 
Budayaku. Selain itu, ikutnya Kota Surakarta dalam ikatan Kota Pusaka Dunia 
atau World Heritage Cities sebagai salah satu upaya pengenalan cagar budaya di 
dunia Internasional. Hal-hal diatas merupakan perwujutan dari Tri Krida Utama 
kota Surakarta, yaitu sebagi kota budaya, kota pariwisata dan kota olahraga. 
Selain itu sesuai dengan visi Kota Surakarta yaitu : Terwujudnya Kota Sala 
sebagai Kota Budaya  yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, 
pariwisata, dan olahraga.  
 Demi mewujudkan apa yang telah pemerintah kota canangkan, sesuai 
dengan slogan yang di usung, yakni kota solo sebagai kota budaya, Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta sebagai pihak yang berkaitan langsung dalam kegiatan 
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kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam hal pelestarian.  Hal ini lah yang 
mendorong penulis mengadakan penelitian tentang “Kinerja Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis 
dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) kurun waktu 2006-2009? 
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menambah wacana peneliti mengenai pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya (KCB) dan mengetahui kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB), faktor-faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat, serta upaya yang ditempuh Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta dalam menangani hambatan yang terjadi. 
2. Dari penelitian dan hasil penelitian yang didapat, diharapkan dapat menjadi 
acuan bagi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan kinerja 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak 
yang terkait dengan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota 
Surakarta. 
2. Dapat menambah pengetahuan bagi kita semua mengenai pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Surakarta. 
3. Memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, 
mempelajari, dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini. 
4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas 
wawasan berkaitan dengan upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya 






























































A. Landasan Teori 
Menurut Hoy dan Miskel (Sugiyono 2003:55) teori adalah seperangkat 
konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan 
menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Beberapa teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Kinerja 
a. Pengertian Kinerja 
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang 
diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh sesorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999: 2). 
Menurut  Sinambela (2008: 136) mengemukakan bahwa performance 
berasal dari kata to perform yang mempunyai arti yaitu melakukan, memenuhi 
atau menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan melakukan 
sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja 
adalah melakukan sesuatau kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut 
sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai 
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 Menurut Otley dalam Mahmudi (2005: 6), kinerja mengacu pada 
sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi 
hasil yang dicapai kerja tersebut. Menurut Rogers dalam Mahmudi (2005:6), 
mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), 
karena hasil kerja memberi keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan 
strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. 
Sedangkan menurut  Bernardin dan Russel dalam Ruky (2002: 15) 
mendefinisikan ‘performance is defined as the record of outcomes produced 
on a specified job function or activity during specified time period’ kinerja 
sebagai perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan 
pekerjaan yang berdaya guna dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mahsun 
(2009:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,misi 
dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic palanning suatu organisasi. 
Dalam praktek, pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara 
ekstensif, intensif, dan eksternal. Pengembangan kinerja secara ekstensif 
mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan 
dalam pengukuran kinerja, pengembangan kinerja secara intensif 
dimaksudkan bahwa lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang 
diikutsertakan dalam pengukuran kinerja, sedangkan pengembangan kinerja 
secara eksternal diartikan lebih banyak lebih banyak pihak luar yang 
diperhitungkan dalam pengukuran kinerja. Pemikiran seperti ini sangat 
membantu untuk lebih secara valid dan obyektif melakukan penilaian kinerja 
karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih 
banyak pihak yang terlibat dalam penilaian (Pollitt dan Boukaert dalam 
Keban, 2004 : 192). 
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 
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gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika 
dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu dibandingkan dengan organisasi 
lain dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah 
ditetapkan. Lebih lanjut dalam dalam Pedoman Penyusunan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Republik 
Indonesia dalam Widodo (2008:79) menyebutkan bahwa kinerja merupakan 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi 
organisasi. 
Widodo (2008:79) menyatakan bahwa pada hakikatnya kinerja 
berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam 
menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang 
diberikan. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti 
yang diharapkan. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa kinerja organisasi adalah usaha pencapaian hasil yang telah 
direncanakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 
tertentu. 
 
b. Pengukuran Kinerja 
Menurut Robertson dalam Mahsun (2009 : 25) pengukuran kinerja 
(performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan 
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termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam 
menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang 
dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan 
terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; 
dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.   
Sedangkan menurut Neely dalam Pochampally, K.K., Gupta, S.M. 
and Govindan, K. (9:2009) Int. J. Business Performance and Supply Chain 
Modelling, Vol. 1, No. 1, 2009 Performance measurement is generally 
defined as the process of quantifying the effectiveness and efficiency of 
action. (http://www.inderscience.com/sample.php?id=341) 
Sementara menurut Lohman dalam Mahsun (2009 : 25) pengukuran 
kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu 
yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker dalam Mahsun 
(2009 : 25-26) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat 
manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas. Simon dalam Mahsun (2009 : 26)  menyebutkan 
bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor 
implementasi stategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual 
dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu 
metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian 
pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat 
diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan 
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Elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mahsun (2009 : 26-28) 
adalah sebagai berikut : 
1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi 
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang 
apa yang ingin dicapai organisasi, sasaran merupakan tujuan organisasi 
yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu 
yang jelas, strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi 
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut 
ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. 
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja 
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 
Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. 
Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai 
ketercapaian tujuan, sasaran, strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk 
faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci, faktor 
keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan 
kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi 
manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan 
non finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini 
harus segera konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam 
organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan 
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bersifat financial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan 
kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk 
mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. 
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi 
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi 
adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja 
yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan 
ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan 
negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti 
pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampau indikator 
dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negative berarti 
pelaksanaan kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran kinerja yang 
ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah 
berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang 
ditetapkan. 
4. Evaluasi kinerja 
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 
mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja 
organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi 
capaian kinerja dapat dijadikan umpan balik (feedback) dan 
penghargaan-hukuman (reward-punishment), penilaian kemajuan 
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Pengukuran Kinerja menurut Widodo (2008 : 94) merupakan metode 
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kegiatan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 
misi dan visi instansi pemerintah.  
James B. Whittaker dalam Tangkilisan (2007:171) menyebutkan 
bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
Seperti dalam Int. J. Business Performance Management, Vol. 10, No. 1, 
2008 “The impacts of performance measurement on the quality of working 
life”, Juhani Ukko (2008: 87) menyatakan bahwa “…the main purpose of 
Performance Measurement (PM) is to deliver reliable information to support 
decision making“ (http://www.inderscience.com/filter.php?aid=15922).  
Dalam Int. J. Business Performance Management, Vol. 10, No. 1, 
2008 Copyright “The strategic management of operations system 
Performance”, Edson Pinheiro de Lima (2008: 109) menyatakan bahwa 
“..the strategic dimension of the organisations’ performance and 
needs an indepth comprehension about the interplay between 
action and measurement, the performance information use in their 
decisionmaking processes and their subsequently actions” 
(http://www.inderscience.com/filter.php?aid=15924). 
Sedangkan menurut Mahmudi (2005: 14) tujuan dilakukan penilaian 
kinerja di sektor publik adalah : 
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2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 
pemberian reward and punishment, 
5. Memotivasi pegawai 
6. Menciptakan akuntabilitas publik. 
Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Bastian dalam Tangkilisan 
(2007 : 173-174) akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan 
memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. 
Secara terperinci peranan penilaian pengukuran kinerja organiasi adalah 
sebagai beikut : 
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan 
untuk pencapaian prestasi. 
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati. 
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema 
kerja dan pelaksanaannya. 
4. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang obyektif atas prestasi 
pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan system pengukuran yang 
telah disepakati. 
5. Menjadikaannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan 
dalam upaya memperbaiki kinerja organiasi. 
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 
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8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara 
obyektif. 
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.  
Levinne dkk. dalam Ratminto dan Atik (2007: 175) mengemukakan 
konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu : 
1.  Responsiveness atau responsivitas 
Mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan 
aspirasi serta keinginan customers. 
2. Responsibility atau responsibilitas 
Adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses 
pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 
3. Accountability atau akuntabilitas 
Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 
antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang 
ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai, norma 
yang berkembang dalam masyarakat. 
Ratminto dan Atik (2007: 179-182) mengemukakan bahwa untuk 
mengukur kinerja organisasi harus dipergunakan dua jenis ukuran, yaitu 
ukuran yang berorientasi pada proses, dan ukuran yang berorientasi pada 


















































Adalah kemampuan providers dalam mengenali kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Yaitu mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, 
keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers. 
2. Responsibilitas 
Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 
antara penyelenggara pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan 
prosedur yang telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas 
Adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat 
kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan ukuran-ukuran 
eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki stakeholders, seperti nilai 
dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 
4. Keadaptasian 
Adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap 
tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungan. 
5. Kelangsungan hidup 
Artinya seberapa jauh pemerintah atau program pelayanan dapat 
menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup 
dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain. 
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Ukuran keterbukaan atau transparansi adalah bahwa prosedur/tatacara, 
penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 
diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak. 
7. Empati 
Adalah perlakuan atau perhatian pemerintah atau penyelenggara jasa 
pelayanan atau providers terhadap isuisu aktual yang sedang berkembang 
di masyarakat. 
Ukuran yang berorientasi pada Hasil Menurut Ratminto dan Atik 
(2007: 179-182) 
1. Efektivitas, adalah tercaxainya suatu tujuan yang telah dhtetapkan baik itu 
dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan 
tetapi pencapaian tujuan organisasi ini harus juga mengacu pada visi 
organisasi. 
2. Produktivitas, adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah 
daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
3. Efisiensi, adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya 
Pemerintah Daerah harus dapat menyelenggarakan suatu jenis pelayanan 
tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang sesedikit mungkin. 
4. Kepuasan, adalah seberapa jauh pemerintah daerah dapat memenuhi 
kebutuhan karyawan dan masyarakat. 
5. Keadilan, adalah cakupan atau jangkauan kegiatan dan pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah harus diusahakan seluas mungkin dengan 
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Sedangkan menurut Mahsun  (2009 : 71) Indikator kinerja 
(performance indicators) sering disamakan dengan ukuran kinerja 
(performance measure), namun sebenarnya meskipun keduanya merupakan 
kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja 
mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang 
sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya 
cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang 
mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih 
bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan 
untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator 
kinerja menurut Mahsun (2009 : 77-78) meliputi: 
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 
Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), 
sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain, yang 
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi 
sumber daya manusia, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi 
sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang 
ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan 
(benchmarking) dengan lembaga-lembaga relevan. 
2. Indikator proses (process), dalam indikator proses, organisasi 
merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan,  
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paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Efisiensi berarti besarnya hasil yang 
diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang 
dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan 
lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah 
ditentukan untuk itu. 
3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 
dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. 
Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran 
yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, 
instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai 
kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran 
kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, 
indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan 
instansi. Misalnya untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator 
kinerja berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah. 
4. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung). 
Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. 
Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk 
telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan 
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hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. 
Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah 
hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang 
besar bagi masyarakat banyak. 
5. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan 
akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan 
manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru 
tampak setelah  beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka 
menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang 
diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal (tepat lokasi 
dan waktu). 
6. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 
positif maupun negatif. 
Kumorotomo dalam Tangkilisan (2007 : 52) menggunakan beberapa 
kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayan 
publik, antara lain sebagai berikut : 
1. Efisiensi 
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 
pelayan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi 
serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila 
diterapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan 

















































Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayan publik tersebut 
tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, 
misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 
3. Keadilan 
Keadilan mempertanyakan alokasi dan distribusi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan 
konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah 
tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat 
dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, 
layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab 
melalui kriteria ini. 
4. Daya Tanggap 
Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, 
organisasi pelayan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara 
atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria 
organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya 
tanggap ini. 
Keban (2004: 200) menyatakan bahwa penilaian kinerja yang efektif 
adalah penilaian yang telah menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan secara 
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Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan 
indikator-indikator dalam upaya pengukuran kinerja. Indikator-indikator yang 
digunakan dalam pengukuran kinerja dalam pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya adalah indikator yang berorientasi pada proses meliputi responsivitas, 
responsibilitas, dan akuntabilitas.  
1. Indikator Responsivitas merupakan indikator untuk mengukur daya 
tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta 
keinginan customers. Bagaimana daya tanggap Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan 
masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) serta 
bagaimana upaya pengembangan program sesuai terhadap tuntutan 
kebutuhan yang ada.  
2. Responsibilitas merupakan indikator yang menunjukkan seberapa jauh 
proses pemberian pelayanan public itu dilakukan dengan tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui indikator 
responsibilitas, diharapkan dapat diketahui pelaksanaan kegiatan  dalam 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya telah sesuai dengan aturan formal yang 
mengaturnya.  
3. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayaan dengan ukuran-ukuran 
eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holder, seperti 
nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Indikator ini dipilih 
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cagar Budaya  oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan nilai dan 
norma yang berkembang dalam masyarakat serta pertang gunggawabannya 
kepada public. 
 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Dalam Mahmudi (2005: 21) menyebutkan bahwa kinerja merupakan 
suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : 
1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), 
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 
setiap individu. 
2.  Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 
semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 
rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 
kekompakan, dan keeratan anggota tim. 
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 
diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 
organisasi. 
5. Faktor kontekstual (situasi), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan 
eksternal dan internal. 
Yuwono dkk. dalam Tangkilisan (2007: 180) mengemukakan bahwa 
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upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan 
organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 
organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Dan dalam Int. J. Business 
Performance Management, Vol.10, No.1, 2008 Copyright “The strategic 
management of operations system Performance”, Edson Pinheiro de Lima 
(2008: 113) menyatakan bahwa “A strategic PM (Performance Management) 
system may be defined as a system that uses the information to produce a 
positive change to organizational culture, systems and processes” 
(http://www.inderscience.com/filter.php?aid=15924). 
Ruky dalam Tangkilisan (2007 : 180) mengidentifikasikan faktor-
faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja 
organisasi sebagai berikut : 
1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang 
digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 
organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan 
semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. 
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 
ruangan, dan kebersihan. 
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 
dalam organisasi yang bersangkutan. 
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 













































commit to user 
32 
 
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 
imbalan, promosi, dan lain-lain. 
Sedangkan Soesilo dalam Tangkilisan (2007 : 180-181) 
mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : 
1. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 
fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi. 
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi. 
3. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk 
bekerja dan berkarya secara optimal. 
4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan 
data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 
aktivitas organisasi. 
Atmosoeprapto dalam Tangkilisan (2007 : 181-182) mengemukakan 
bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal 
maupun faktor eksternal berikut ini : 
1. Faktor eksternal yang terdiri dari : 
a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 
kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, 
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b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 
untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system 
ekonomi yang lebih besar. 
c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah 
masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos 
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 
2.  Faktor internal yang terdiri dari : 
a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 
diproduksi oleh suatu organisasi. 
b. Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan dijalankan 
oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 
c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota 
organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan. 
d. Budaya organisasi, yaitu gaya identitas suatu organisasi dalam pola 
kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. 
Dari pendapat-pendapat diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa 
terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang akan dicapai 
oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat 
berasal dari lingkungan dalam organisasi itu sendiri (internal) maupun faktor 
yang berasal dari lingkungan luar suatu organisasi (eksternal). Faktor internal 
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manusia, dan budaya organisasi. Sedangkan faktor eksternal antara lain  
faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. 
 
2. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) 
Istilah dan batasan tentang Benda Cagar Budaya kita kenal dari 
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah : 
1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa 
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang 
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan. 
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan. 
Sedangkan menurut SK Surat Keputusan Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 646/116/I/1997 Bangunan 
Kuno/Bersejarah (Cagar Budaya) adalah bangunan buatan manusia maupun 
benda alam, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya 
atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, 
atau mewakili masa jayayang khas dan mewakili masa jaya sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) mempunyai pengertian  merupakan 
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berfungsi untuk mendukung kelestarian Cagar Budaya itu sendiri yang 
dikelola oleh Departemen Kebudayaan atau pemilik yang ditunjuk 
(http://eprints.undip.ac.id/3948/1/TA.pdf). 
Sedangkan dalam lampiran Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah 
Tingkat II Surakarta No.646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-
Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah Lingkungan kuno yang termasuk 
kawasan konservasi adalah lingkungan yang didalamnya terdapat bangunan 
kuno/bersejarah, dan secara keseluruhan menampilkan kesan dan suasana 
tersendiri sebagai cerminan sejarah kota. 
Pelestarian atau biasa disebut dengan konservasi adalah segenap 
proses pengelolaan suatu tempat, khususnya menyangkut bangunan 
kuno/bersejarah, agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan 
baik, mencangkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi atau revitalisasi 
(lampiran Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta 
No.646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan 
Kuno Bersejarah) 
Pelestarian diartikan sebagai segala kegiatan atau yang dilakukan 
secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu 
yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap abadi, bersifat dinamis, luas 
dan selektif (Widjaya dalam Luwistiana, 2008:8). Selain itu, Pelestarian dapat 
diartikan menjaga keberadaan atau mempertahankan, menyuburkan melalui 
pembiasaan dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang (Kunardi 
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yang dimaksud pelestarian adalah sebagai usaha perlindungan, pengawetan, 
dan pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan cagar budaya, maka merupakan 
usaha perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan terhadap cagar budaya. 
Sedangkan dalam Pedoman Pelestarian Pasca Bencana Kawasan 
Pusaka Kotagede Yogyakarta,Indonesia pelestarian (konservasi) merupakan 
upaya penyelamatan dan pembangunan berbagai komponen budaya, baik 
yang berada dalam lingkungan statis, misalnya bangunan tunggal maupun 
lingkungan dinamis, misalnya kelompok bangunan, kawasan, desa, kota, serta 
merupakan upaya untuk menciptakan warisan budaya masa mendatang.  
Pelestarian menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia adalah 
Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, 
perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, 
dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, 
keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk 
membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. 
Pelestarian merupakan terjemahan dari conservation / konservasi. 
Pengertian pelestarian terhadap peninggalan lama pada awalnya 
dititikberatkan pada bangunan tunggal atau benda-benda seni, kini telah 
berkembang ke ruang yang lebih luas seperti kawasan hingga kota bersejarah 
serta komponen yang semakin beragam seperti skala ruang yang intim, 
pemandangan yang indah, suasana, dan sebagainya (Adishakti dalam 
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Konsep pelestarian, kini, adalah upaya untuk menjaga kesinambungan 
yang menerima perubahan dan / atau pembangunan. Suatu pengertian yang 
berbeda dengan preservasi. Pelestarian bertujuan untuk tetap memelihara 
identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa 
aspeknya untuk memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih 
baik. Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara 
drastis, namun perubahan secara alami dan terseleksi. 
http://www.fab.utm.my/download/ConferenceSemiar/ICCI 2006S5PP10.pdf 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya (KCB) adalah memelihara Kawasan Cagar Budaya (KCB) secara 
terus menerus agar Kawasan Cagar Budaya (KCB) tersebut dapat bertahan 
dalam jangka waktu yang lama 
3. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelastarian Kawasan 
Cagar Budaya (KCB) 
Dari difinisi mengenai kinerja di atas, maka dapat disimpulkan 
kinerja atau performance adalah usaha pencapaian hasil yang telah 
direncanakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 
tertentu. 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) adalah memelihara 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) secata terus menerus agar Kawasan Cagar 
Budaya (KCB) tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama 
Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas 













































commit to user 
38 
 
adalah usaha yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta  dalam 
memelihara Kawasan Cagar Budaya (KCB) agar dapat bertahan dalam jangka 
waktu yang lama.  
Sehubungan dengan penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta, ada berbagai indikator yang dapat digunakan, antara lain 
responsivitas, responsilibilitas, dan akuntabilitas menurut Levinne dkk. dalam 
Ratminto dan Atik (2007: 175). Beberapa indikator ini dapat memberikan 
gambaran mengenai upaya yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta  
dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). Pemilihan indikator ini 
dikarenakan ketiganya merupakan indikator yang berorientasi pada proses. 
Penjelasan indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) adalah sebagai berikut : 
4. Responsivitas adalah daya tanggap Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan masyarakat dalam 
upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) serta bagaimana upaya 
pengembangan program sesuai terhadap tuntutan kebutuhan yang ada.  
5. Responsibilitas merupakan indikator yang menunjukkan seberapa jauh 
proses pemberian pelayanan public itu dilakukan dengan tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini dipilih dengan 
alasan untuk lebih mengetahui pelaksanaan kegiatan  dalam pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) yaitu sejauh mana pelayanan yang 













































commit to user 
39 
 
6. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayaan dengan ukuran-ukuran 
eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holder, seperti 
nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.   
 
B. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh penulis, maka diperlukan 
adanya suatu kerangka pemikiran yang jelas. Kerangka pemikiran dibuat dengan 
tujuan untuk memudahkan pembaca dan penguji dalam memahami penelitian 
mengenai “Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya”. Selain itu, kerangka pemukiran merupakan landasan berpikir 
bagi penulis yang digunakan sebagai pemandu dan penunjuk arah yang hendak 
dituju.  
Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dapat dilihat atau diukur dari 
beberapa indikator, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. 
Indikator ini dipilih karena ketiga indikator tersebut dirasa dapat berfungsi 
sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. 
Sehingga dengan melihat indikator-indikator tersebut dapat diketahui apakah 
kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam melestarikan Kawasan Cagar 
Budaya (KCB) telah berhasil atau belum. Dalam pelaksanaan kinerja, Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta tidak terlepas dari adanya faktor penghambat dan faktor 
pendukungnya. Faktor penghambat dapat berasal dari internal yang berupa 
kurangnya pendanaan, kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya perda dan 
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Sedangkat faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama dengan instansi terkait 





















Faktor yang mempengaruhi kinerja : 
1. Faktor pendukung : adanya kerjasama 
dengan instansi terkait, adanya SDM yang 
mencukupi dan professional. 
2. Faktor penghambat : kurangnya pendanaan, 
kurangnya sarana dan prasarana, belum 
adanya peraturan daerah, dan kurangnya 
pemahaman masyarakat 
Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam 




Peningkatan Kinerja Dinas 



















































Suatu penelitian dapat dikatakan mencapai hasil yang diharapkan atau 
tidak sangat tergantung pada metode penelitan yang digunakan. Metode penelitian 
ini dapat mengemukakan teknis, tata kerja dari sebuah penelitian. Untuk 
mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan, dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
A. Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 
variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 
variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan metode penelitian 
kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara 
mendalam tentang Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam 
.Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
B. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. 
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a. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta merupakan unsur pemerintahan daerah 
yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengadakan pelestarian 
terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Surakarta. 
b. Kondisi Kota Surakarta Sebagai Heritage Cities/Kota Budaya. 
c. Tersedianya data pendukung yang diperlukan dan adanya kemudahan 
dalam pengumpulaan data untuk penelitian. 
d. Adanya kesempatan dan ijin penelitian yang diberikan pihak Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu 
responden yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji dalam 
penelitian. Untuk mendapatkan data primer maka penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dalam 
penelitian ini terdiri dari : 
1) Aparat Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
2) Pihak pengelola Keraton Kasunanan 
3) Pihak pengelola Pura Mangkunegaran 
4) Masyarakat di Kampung Batik Laweyan 

















































b. Data Sekunder 
Yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 
diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini 
sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku-
buku referensi tentang kinerja, beberapa peraturan yang terkait dengan 
obyek penelitian seperti Undang-undang no 5 tahun 1992, SK Walikota 
Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 646/116/I/1997. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau 
informasi dengan bertanya langsung pada informan. Menurut Moleong 
(2009 : 186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu. Proses wawancara dalam penelitian ini 
dilakukan dengan membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang akan 
dinyatakan dalam proses wawancara. 
Wawancara di dilakukan untuk memperoleh data secara mendalam 
tentang Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelestarian 


















































Jika Diihtisarkan, alasan secara metodologis bagi penggunaan 
pengamatan ialah : pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari 
segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan 
sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat ddunia 
sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, 
menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap 
kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada 
keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa 
yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula 
peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan 
pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari 
pihak subyek (Moleong, 2009:175)  .  
Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan untuk mengetahui 
bagaimanakah Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan 
mengamati secara langsung dan melihat aktivitas kerja dan tugas-tugas 
yang di lakukan. 
c. Telaah Dokumen 
Dokumen berguna untuk menunjang dalam pengumpulan data. 
Dokumen ini terdiri dari tulisan, artikel, buku, dokumen, arsip, laporan-
laporan serta data statistic yang membahas permasalahan yang 
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Telaah data dilakukan dengan mencari dan menelaah dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Dokumen tersebut bisa 
berupa buku peraturan, laporan-laporan yang dibuat di Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta, atau surat-surat yang relevan dengan penelitian ini. 
E. Teknik Pengambilan Sampel 
 Penelitian kualitatif tidak memilih sampling (cuplikan) yang 
bersifat acak atau random sampling. Teknik cuplikannya cenderung bersifat 
purposive karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan 
kedalaman data didalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pilihan 
sampling diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang 
penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Cuplikan ini 
memberikan kesempatan maksimal pada kemampuan peneliti untuk 
menyusun teori yang dibentuk dari lapangan. Dalam penerapan teknik ini 
peneliti memberikan pertanyaan pada informan yang lebih tahu tentang objek 
yang diteliti. Jadi peneliti berusaha mencari tahu siapa orang yang 
bersangkutan (objek yang mengetahui) tentang hal tersebut (HB. Sutopo, 
2006 : 45-46). 
 
F. Validitas Data 
Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan  tafsir 
makna sebagai hasil penelitian (H.B.Sutopo, 2006: 92). Untuk menjamin 
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validitas data akan dilakukan dengan teknik pemeriksaan terhadap keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Untuk itu peneliti 
menggunakan cara trianggulasi data. Menurut Moleong (2009 : 330), 
trianggulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal ini bertujuan untuk mengecek 
(cross check) kebenaran data tersebut dengan cara membandingkannya 
dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang lain. Teknik Triangulasi 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber 
yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat keabasahan satu 
informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan  menanyakan pertanyaan 
yang sama di waktu yang berbeda. Hal ini menurut  Moleong (2009 : 331) 
dapat dicapai dengan langkah : 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 
dikatakan secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Berdasarkan langkah di atas maka dalam penelitian ini pengunpukan 
data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan 
data hasil wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia. 
Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari 
sumber yang berbeda. 
G. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa 
data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan kata-kata 
tertentu dan menghubungkannya secara kualitatif. Proses analisis dalam 
penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan secara induktif, interaktif dari 
setiap unit datanya, bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data, 
dan dengan proses siklus (H.B.Sutopo, 2006: 114-116). Dalam model analisa 
ini ada 3 komponen tahap analisa data, yaitu : 
a. Reduksi Data 
Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 
mempertegas,memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang 
tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian 
data dan simpulan-simpulan dari unit-unit permasalahan yang telah dikaji 
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b. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan 
simpulan penelitian dapat dilakukan, sajian ini disusun berdasarkan 
pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan 
menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan 
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, 
akan bisa mudah dipahami. Selain dalam bentuk narasi kalimat, juga 
dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja 
rakitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. 
c. Penarikan Simpulan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan 
pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyatan - pernyataan, 
konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi, 
akhirnya peneliti menarik simpulan. Simpulan akhir tidak akan terjadi 
sampai pada waktu proses pengumpulan data sudah berakhir. Simpulan perlu 
diverivikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan.  
 Ketiga komponen tersebut aktifitasnya dilakukan dengan interaksi 
dengan proses siklus. Peneliti tetap bergerak dantara tiga komponen selama 
kegiatan pengumpulan data berlangsung. Apabila kesimpulan dirasa kurang 
mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, 
maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dari awal. Untuk lebih 
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DISKRIPSI LOKASI DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Diskripsi Lokasi 
1. Sekilas Surakarta 
Surakarta, merupakan kota kedua terbesar di propinsi Jawa Tengah. 
Secara geografis dan administratif Surakarta berlokasi di tengah eks-
Karisidenan Surakarta yang wilayahnya meliputi Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Selain itu Surakarta berada pada 
dataran rendah yang merupakan pertemuan antara beberapa sungai, yaitu 
Sungai Pepe, Sungai Jenes, Sungai Anyar, dengan Sungai Bengawan Solo 
disebelah timur yang mempunyai ketinggian kurang dari 92 meter dari 
permukaan air laut, dan terletak secara astronomi antara Secara geografis 
Kota Surakarta berada antara 110045'15'' - 110045'35'' Bujur Timur  dan 
antara 7036'00''- 7056'00' 'Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 
4.404,06 Ha. Kota Surakarta juga berada pada cekungan di antara dua 
gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur.  
Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota 
Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul 
yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan 
jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka 
tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah 

















































Adapun batas-batas wilayah adalah : 
 Disebelah utara :Kabupaten Boyolali dan Kabupaten karanganyar. 
 Disebelah timur  :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 
 Disebelah selatan  :Kabupaten Sukoharjo. 
 Disebelah barat  :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 
 
2. Kondisi Umum Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
Dengan berlakunya Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan dari pemerintah yang sentralistik 
menuju pemerintah yang desentralistik dan demokratis serta sekaligus 
mendorong pada usaha perwujutan Good Governance.  
Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dibentuk berdasarkan perda Kota 
Surakarta no. 4 tahun 2004 tentang perubahan atas perda Kota Surakarta no. 6 
tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta, khususnya BAB IV bagian ke 2 tentang Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta. Perubahan ini sebagai perwujudan semangat untuk 
melaksanakan otonomi daerah dalam rangka menunjang kelancaran 
penyelenggaraan tugas dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota 
Surakarta No. 9 tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Minas Tata Kota 
Surakarta. 
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kota dan tata ruang 
kota. 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pengembangan kota dan tata ruang kota. 
3. Pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan kota dan tata ruang 
kota. 
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota, di 
bidang pengembangan kota dan tata ruang kota. 
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kota dan 
tata ruang kota. 
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 
Sejak memasuki era otonomi daerah yang salah satu tujuannya 
meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan, Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang pengembangan kota dan tata ruang kota berdasarkan asas otonomi 
daerah dan tugas pembantuan terlebih pada era globalisasi yang harus peka 
terhadap perubahan lingkungan dan pembangunan. Untuk menghadapi 
tantangan tersebut, dengan mendasarkan pada visi Kota Surakarta 
Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya  yang bertumpu pada potensi 
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Ruang Kota Surakarta senantiasa memberikan pendampingan dalam rangka 
mengendalikan pertumbuhan bangunan baik yang dilakukan masyarakat, 
lembaga maupun pemerintah. 
 
3. Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
a. Visi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta : 
“terwujudnya penataan ruang yang berkarakter kota Solo”. 
Inti dari visi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta adalah memberikan 
advice dan pendampingan dalam mengendalikan pertumbuhan perkembangan 
bangunan baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah. 
1. Penataan ruang artinya proses melaksanakan tata ruang. 
2. Berkarakter artinya memiliki sifat dan sikap yang khas dan jelas. 
3. Kota Solo artinya kota yang berhubungaan dengan aspek sejarah. 
b. Misi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta : 
1. Mengendalikan segala bentuk pertumbuhan bangunan di kota 
Surakarta. 
2. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang kota sesuai RUTRK 1993-
2013. 
3. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan murah kepada masyarakat. 
4. Mewujudkan kota Solo yang nyaman. 
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Misi tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dan merupakan 
proyeksi ke depan. Diharapkan dengan misi ini maka tujuan organisasi akan 
tercapai. 
 
4. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta 
a. Tujuan  
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan 
merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. 
karakteristi tujuan harus bersifat idealistik, jangkauan ke depan dan tidak 
abstrak. Maka tujuan Dinas Tata Ruang Kota berdasarkan tupoksinya adalah : 
1. Terwujudnya wujud pertumbuhan bangunan di kota Solo yang terkendali. 
2. Terwujudnya sistem informasi bangunan 
3. Terwujudnya pemanfaatan tata ruang hijau terbuka. 
4. Terwujudnya kesadaran masyarakat di bidang perijinan. 
5. Terwujudnya keselarasan kawasan industri dan bangunan lainnya. 
6. Terwujudnya kelestarian bangunan lama bersejarah. 
 
b. Sasaran  
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan 
dicapai secara nyata dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sasaran 
merupakan bagian integral dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, 
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1. Turwujudnya data base tentang keberadaan bangunan. 
2. Terwujudnya identifikasi dan inventarisasi keberadaan ruang hijau kota. 
3. Terwujudnya masyarakat yang tertib perijinan. 
4. Terwujudnya hunian yang asri dan nyaman. 
5. Terlindungi dan terpeliharanya situs-situs budaya 
 
c. Strategi 
Strategi merupakan pemikiran konseptual analitis dan komprehendif 
tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga mencapai hasil yang 
konsisten dengan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan : 
 
1. Kebijakan 
Kebijakan merupakan pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu 
sehingga kebijakan dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman 
bagi keputusan-keputusan dalam strategi yang mendukung strategi. 
Adapun strategi kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta yaitu : 
kebijakan mewujudkan keyakinan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang 
dan kenyamanan/keamanan dalam pelaksanaan dan pemakaian bangunan. 
2. Program 
Program kerja adalah upaya mengimplementasikan strategi organisasi 
dan telah ditentukan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam 
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a. Program perencanaan tata ruang 
b. Program pemanfaatan ruang 
c. Program pengendalian ruang 
 
3. Kegiatan 
Kegiatan adalah penjabaran dari program kerja operasional yang telah 




c. Menantang tapi dapat dicapai 
d. Berorientasi hasil 
e. Dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) 
Selanjutnya dari masing-masing program maka dirinci dalam 
kegoatan-kegiatan sebagai berikut : 
1. Program Perencanaan Tata Ruang 
 Penyusunan RTRK keluarannya adalah RTRK kawasan Surakarta 
utara yaitu kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. 
2. Program Penamfaatan Ruang 
 Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang indikasi keluaraanya 
adalah pembuatan naskah akademis Rancangan Perubahan Perda 
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 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan 
ruang yaitu berupa pembangunan Kampung Batik Laweyan. 
 Survey dan pemetaan, yaitu peta persil Kota Surakarta 
 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur, dan manual 
pemanfaatan ruang keluaraanya berupa sosialisasi teknis perijinan 
bangunan. 
3. Program Pengendalian Ruang 
 Pengawasan pemanfaatan ruang, yaitu dengan cara pengawasan 
penggunaan bangunan. 
 Koordinasi teknis perijinan, yang menghasilkan informasi tata 
ruang dan tata bangunan. 
 
5. Susunan Organisasi 
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang Kota, terdiri dari : 
a. Kepala 
b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2. Subbagian Keuangan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
c. Bidang Tata Ruang, membawahkan : 
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang 
2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang 
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1. Seksi Kawasan Konservasi 
2. Seksi Tata Guna Tanah dan Ruang Hijau 
 
e. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, membawahkan : 
1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan 
2. Seksi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan 
f. Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya, membawahkan : 
1. Seksi Pemeliharaan, dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya 
2. Seksi Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
6. Rincian Tugas Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
Kepala Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya. 
Rincian Tugasnya adalah sebagai berikut : 
a. Melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis 
dan rencana kerja Dinas. 
b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan. 
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
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d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar 
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 
f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan, dan 
perlindungan bangunan cagar budaya. 
g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang revitalisasi kawasan dan 
bangunan cagar budaya. 
h. Melaksanakan inventarisasi kawasan dan bangunan cagar budaya. 
i. Melaksanakan kajian teknis penetapan dan klasifikasi kawasan dan 
bangunan cagar budaya. 
j. Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan kawasan dan bangunan 
cagar budaya. 
k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam 
pelaksanaan konservasi kawasan dan bangunan cagar budaya. 
l. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis untuk pelatihan aparat di 
bidang konservasi bangunan cagar budaya. 
m. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang 
konservasi bangunan cagar budaya. 
n. Melaksanakan sosialisasi di bidang konservasi bangunan cagar 
budaya. 
o. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 
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q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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B. Hasil Penelitian  
1. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta dalam Pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya 
Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena 
dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 
melaksanakan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan/sasaran yang 
telah ditetapkan. Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka upaya untuk 
memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Selain itu, 
penilaian kinerja organisasi dapat membantu dalam membentuk image pemerintah 
di hadapan publik. Hal tersebut dikarenakan, apabila kualitas pelayanan kualitas 
pelayanan semakin baik tingkat kepuasan masyarakat (publik) dapat meningkat 
dan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai kinerja dari Dinas Tata 
Ruang Kota Kota Surakarta dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
Untuk mengukur kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) digunakan indikator-indikator responsivitas, 
responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu juga akan dibahas faktor-faktor apa 
saja yang mendukung dan menghambat pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
(KCB).  
a. Indikator Responsivitas 
Responsivitas merupakan daya tanggap dan kemampuan dalam 
melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menanggapi dan memenuhi 
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responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan 
pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat  
Responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan Dinas 
Tata Ruang Kota Kota Surakarta dalam melaksanakan kinerjanya untuk 
mengatasi, menanggapi dan memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan dan 
aspirasi masyarakat dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). Selain 
itu juga bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dan kondisi yang ada.  
Dalam operasionalnya, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta harus 
mampu menanggapi keluhan, kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat, 
sehingga kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) dapat berjalan 
sebagaimana yang telah direncanakan dan akan tercipta suatu kawasan atau 
bangunan yang tetap memperhatikan unsur-unsur budaya. Dengan adanya 
tuntutan untuk selalu tanggap tersebut, akan membantu pihak Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta dalam mengevaluasi kinerjanya sehingga pihak Dinas 
Tata Ruang Kota Surakarta dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan yang diberikan oleh Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“kami sebagai pihak pelayan, harus bisa menematkan 
masyarakat/pemilik cagar budaya sebagai pihak yang kami layani. 
Jadi apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat/pemilik merupakan 
PR bagi kami untuk memenuhinya. (wawancara 28 Juni 2010) 
Dari pernyataan diatas,  jelas bahwa Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
merupakan aparatur pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat. 
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dari masyarakat/pemilik/pengelola Kawasan Cagar Budaya (KCB). Hal ini 
sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ir. Arif Nurhadi, MM selaku 
Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“apabila ada masyarakat yang menyampaikan keluhan, kami akan 
menanggapi dengan baik. Biasanya disampaiakan pada saat kami 
mengadakan sosialisai. Kalau, tidak masyarakat datang kepada kami 
baik sendiri atau melalui perwakilan dari payuubannya” (wawancara 
28 Juni 2010) 
Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Tata Ruang 
Kota menyambut dengan terbuka berbagai keluhan yang disampaikan oleh 
masyarakat. Keluhan yang biasa disampaikan adalah mengenai kondisi 
Kawasan Cagar Budaya yang mengalami penurunan baik secara kualitas, 
kuantitas ataupun fungsinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan 
oleh Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“keluhan yang disampaikan biasanya tentang kerusakan pada 
bangunan Kawasan Cagar Budaya, ada juga yang mengeluhkan 
berfungsinya bangunan tersebut dari rumah tradisional menjadi 
bangunan modern tanpa memperhatikan asapek budayanya. 
(wawancara 28 Juni 2010). 
Dari pernyataan diatas diketahui bahwa masih terdapat banyak 
permasalahan yang terjadi dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya. 
Keluhan mengenai keadaan Kawasan Cagar Budaya juga disampaikan oleh 
KGPH Puger selaku pengurus Keraton Kasunan Surakarta menjelaskan 
bahwa  
“Bangunan yang di Keraton sini juga mengalami beberapa kerusakan, 
kadang ada yang bocor. Sarana dan prasaran yang dimilikpun juga 
kurang. Seharusnya kan pemerintah juga memperhatikan hal ini. 
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Keluhan  yang lain juga disampaikan oleh bapak Supardi, Warga 
Baluwarti 
“di Solo ini kan sudah banyak bangunan tradisional yang dirubah. 
Harusnya ini kan dipertahankan. Saya juga tidak tahu kok bisa jadi 
seperti itu, mungkin dari pemerintahnya juga tidak memperhatikan 
keberadaannya”. (wawancara 12 Juli 2010) 
Pendapat yang lain juga diungkapkan oleh bapak Rully selaku abdi 
dalem Pura Mangkunegaran 
 “seharusnya kan mangkunegaran ini dilestarikan, ya dipugar, 
diperbaiki. Atapnya masih ada yang bocor. Namun sampai sekarang 
dari pemerintah belum ada upaya. Kalau kita menyampaikan keluhan 
ya ditanggapi, tapi ya sekedar ditanggapi. Tindak lanjutnya belum 
ada” (wawancara 18 Agustus 2010) 
Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat berbagai 
keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk itu, Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta harus berupaya meminimalisir adanya keluhan dari 
masyarakat maupun pengelola Kawasan Cagar Budaya dengan berbagai 
upaya perbaikan bangunan dan sarana prasarana. 
Untuk menanggapai berbagai keluhan yang masuk, pihak Dinas Tata 
Ruang kota Surakarta telah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani 
berbagai permasalahan yang disampaikan. Keluhan-keluhan yang masuk akan 
dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan program tahunan. Didalam 
menanggapi keluhan yang ada, pihak Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
berusaha untuk bersikap responsive. Hal ini dapat dilihat dengan upaya yang 
dilakukan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan 
(IMB). Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif 
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“ kami melakukan sosialisasi IMB untuk mengurangi perubahan 
fungsi lingkungan. Sosialisasi ini dilakukan setahun sekali. Dengan 
adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui bahwa 
sebelum membangun harus mengurus IMB dulu sekaligus sebagai 
bentuk pengawasan yang kami lakukan agar tidak terjadi pertumbuhan 
bangunan secara berlebih di Kawasan Cagar Budaya yang akan 
menghilangkan kualitas dan kuantitas  dari Kawasan Cagar Budaya itu 
sendiri” (wawancara 28 Juni 2010) 
Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta berusaha untuk bersikap responsive untuk tetap mempertahankan 
keberadaan Kawasan Cagar Budaya (KCB). Upaya tersebut dilakukan 
melalui sosialisasi. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim 
yaitu sebanyak satu kali dalam setahun sehingga kegiatan tersebut tidak dapat 
memberikan dampak yang significan. Hal ini menyebabkan banyak warga 
yang tidak mengetahui hal tersebut.  Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 
diberikan oleh bapak Dono, Warga Laweyan 
“wah tidak tahu kalau ada sosialisasi IMB. Sosialisasinya dimana juga 
tidak tahu” (wawancara 12 Juli 2010) 
Selain hal diatas, responsivitas Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
dapat dilihat dari bagaimana komunikasinya dengan masyarakat. Komunikasi 
yang terjalin dengan masyarakat belum intens sehingga akan menyebabkan 
kegiatan yang dilakukan dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya tidak 
dapat berjalan secara maksimal karena tidak adanya persamaan pendapat. Hal 
ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh KGPH Puger selaku 
pengurus Keraton Kasunanan Surakarta   
“tidak terjalin komunikasi yang baik mba antara pemerintah dan 
keraton, agenda untuk bertemu antara pemerintah dan keraton untuk 
membahas pelestarian budaya tidak maksimal. Kalau bisa ketemu 
secara rutin misalnya tiga bulan sekali kan enak. Masalah yang ada 
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Pendapat senada juga diungkapkan oleh bapak Alpha selaku pengurus 
Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL)  
“ya komunikasi pemerintah dengan warga tidak kontinyu, sehingga 
apa yang diharapkan warga belum tentu sesuai dengan apa yang 
diharapkan pemerintah. Memang Kampung Batik sendiri pernah 
mendapatkan bantuan untuk revitalisasi, tapi itu perjuangannya berat” 
(wawancara 7 Juli 2010) 
Dari pernyataan diatas, kita dapat mengetahui bahwa tingkat perhatian 
Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam menanggapi keluhan 
masyarakat/pemilik/pengelola tidak semuanya dapat dipenuhi. Ketika hal ini 
dikonfirmasikan pihak Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pun memberikan 
tanggapannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Dandy, ST selaku 
Staff Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya mengungkapkan bahwa 
“iya kami meyadari kalau belum ada penyesuaian antara pemerintah 
dengan pemilik/pengelola Kawasan Cagar Budaya. Kan kemauan tiap 
pemilik itu berbeda beda, sedangkan kamampuan dari kita sendiri juga 
terbatas, terutama masalah dana. Keterbatasan waktu juga jadi 
masalah. Intinya kita tetap menanggapi keluhan dari masyarakat dan 
kita akan mencoba untuk mecarikan jalan keluarnya” (wawancara 14 
Juli 2010) 
Dari pernyataan di atas, hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tata 
Ruang Kota dalam menanggapi keluhan masyarakat adalah terbatasnya 
kemamampuan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam memenuhi aspirasi 
masyarakat. Keterbatasan dana, waktu dan keinginan masyarakat yang 
beraneka ragam terbukti menjadi hambatan bagi Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta untuk mewujudkan secara penuh aspirasi masyarakat. 
Penanganan Kawasan Cagar Budaya (KCB) untuk dilestarikan, sedikit 
banyak terkendala dengan masalah dana. Dibandingkan persoalan kota yang 
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dan sejenisnya-persoalan pelestarian benda-benda cagar budaya tampaknya 
memang tidak terlalu menarik perhatian publik dan pemerintah kota. Akan 
tetapi bukan berarti usaha untuk pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) 
tidak dilakukan sama sekali. Selain mencoba untuk terus melakukan 
pengawasan, renovasi terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) juga 
dilakukan, walaupun belum semuanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 
diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi 
Bangunan Cagar Budaya 
“buat renovasi bangunan cagar budaya, dananya memang tidak terlalu 
besar. Lebih banyak dana yang digunakan buat kesehatan melalui 
program pkms itu. Pemerintah sekarang lagi fokus di kesehatan 
masyarakatnya. Selain itu dalam hal budaya, dananya banyak yang 
dimanfaatkan untuk promosi dan pawai kebudayaan” (wawancara 28 
Juni 2010) 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh bapak Dandy, ST selaku Staff 
Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“kalau menyinggung masalah dana yang tersedia itu ya dicukup-
cukupkan, tidak kurang dan tidak lebih” (wawancara tanggal 14 Juli 
2010) 
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas 
Dinas Tata Ruang Kota Surakarta belum baik. Hal tersebut terlihat dari 
banyaknya keluhan masyarakat terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang 
tidak terawat ataupun adanya perubahan terhadap bentuk dan fungsi 
bangunan. Selain itu, komunikasi yang intens antara pihak dinas dan 
masyarakat belumlah terlaksana dengan baik. Masyarakat merasa kesulitan 
untuk menyampaikan pendapat, saran ataupun keluhan. Fokus pemerintah 
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b. Indikator Responsibilitas 
Responsibilitas merupakan indikator yang menunjukkan kesesuaian 
antara pelaksanaan program/kebijakan oleh organisasi publik dengan hukum 
dan prosedur/peraturan yang ada.  Responbilitas disini dilihat dari bagaimana 
pelaksanan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) ini dalam 
pelaksananya sudah dilakukan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar ataupun sesuai dengan kebijakan organisasi,baik 
yang eksplisit maupun yang implisit. 
Dalam pelestarian ini responsibilitas dilihat dari program-program 
yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta meliputi perlindungan, 
pengawasan. pemeliharaan dan pemanfaatan dan pengelolaan. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak  Ir. Arif Nurhadi, MM selaku 
Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“untuk mewujudkan responsibilitas, Dinas Tata Ruang Kota berperan 
dengan melakukan kegiatan perlindungan, pengawasan, pemeliharaan, 
pemanfaatan dan pengelolaan” (wawancara 28 Juni 2010) 
Dari pernyataan di atas, kegiatan yang dilakukan Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta yaitu kegiatan perlindungan, pengawasan, pemeliharaan, 
pemanfaatan dan pengelolaan.  
 Perlindungan  
Perlindungan merupakan upaya melindungi Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) dari kondisi-kondisi yang mengancam kelestariannya melalui tindakan 
pencegahan terhadap gangguan, baik yang bersumber dari perilaku manusia, 
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disebutkan bahwa perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan situs 
bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia.  
Selama ini upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta adalah dengan menggunakan peraturan undang-undang. 
Pemerintah telah berusaha melindungi cagar budaya dengan mengeluarkan 
UU No 5/1992. Secara teori UU No 5/1992 cukup kuat sebagai pelindung 
cagar budaya yang kita miliki terhadap ancaman kerusakan. Realitas 
memperlihatkan kerusakan dan hilangnya banyak cagar budaya yang kita 
miliki semakin parah. Meskipun Undang-undang tersebut juga menyebutkan 
batasan, hak, kewajiban, dan hukumannya bagi orang yang melanggarnya. 
Namun sampai sekarang masih banyak benda cagar budaya yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia hilang dan rusak. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
yang diberikan Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan 
Cagar Budaya 
“perlindungan terhadap kawasan cagar budaya berdasarkan pada 
peraturan/undang-undang. Di sana sudah komplit bagaimana 
ketentuannya. Misalnya dalam pemugaran harus memperhatikan 
aspek budaya, kalau tidak nanti sudah ada sanksinya sendiri” 
(wawancara tanggal 28 Juni 2010) 
Kota Surakarta merupakan kota Budaya yang di dalamnya terdapat 
banyak bangunan cagar budaya. Cagar budaya tersebut tidak hanya dimiliki 
oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pihak swasta. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan yang diberikan Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
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“kepemilikan cagar budaya di Surakarta tidak hanya dimiliki oleh 
pemerintah saja, tapi banyak juga oleh perorangan. Misalnya rumah-
rumah penduduk yang di permukiman Laweyan dan Baluwarti. 
Dengan dasar itu sebetulnya upaya untuk melindungi tidak hanya oleh 
pemerintah” (wawancara tanggal 28 Juni 2010) 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan 
terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) tidak hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah, tetapi juga masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1 UU 
No. 25 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa 
setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib 
melindungi dan memeliharanya. Namun yang terjadi di Surakarta 
menyebutkan bahwa masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran. 
Baik dengan menjualnya ataupun merubah bentuk bangunannya. Faktor 
ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkannya. Selain itu 
pemahaman masyarakat masih dirasakan kurang. Warga Solo maupun warga 
Indonesia pada umumnya jika ditanya tentang apa cagar budaya, apa 
manfaatnya, apa hak dan kewajiban yang berkaitan dengan cagar budaya itu, 
bagaimana hukumannya jika menghilangkan, merusak atau 
memperdagangkannya dengan sengaja. Hanya beberapa pemerhati cagar 
budaya yang mungkin mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 
diberikan oleh oleh Bapak Supardi, warga Baluwari 
“Kalau tentang peraturan cagar budaya tidak tahu. Tahunya kalau ada 
yang mencuri yang dihukum. Selama ini tidak tidak ada sosialisasi 
seperti itu mba” (wawancara 12 Juli 2010) 
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 “wah nd tau, taunya ya laweyan termasuk cagar budaya yang 
dilestarikan. kalau hal-hal yang lain nd tahu lah. Kerja nyari uang saja 
mba buat makan sudah susah” (wawancara 12 Juli 2010) 
Pendapat diatas mendapat tanggapan dari Bapak Dandy, ST selaku 
Staff Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
 “dalam hal sosialisasi, kami mengakui masih sangat sedikit. Apalagi 
tentang peraturan cagar budaya. Ini akan menjadi PR kami kedepan 
agar masyarakat bisa mengetahuinya” (wawancara 14 Juli 2010) 
 
Kurangnya sosialisasi mengenai pertauran cagar budaya sangatlah 
disayangkan. Hasil minimal dengan tersosialisasikannya tentang keberadaaan 
Undang-undang cagar budaya itu adalah masyarakat luas akan mengetahui 
cagar budaya yang dimilikinya. Dengan begitu masyarakat akan mudah untuk 
diajak bekerja sama dalam menjaga dan melestarikannya. Masyarakat akan 
merasa ikut memiliki dan merasa bertanggungjawab melestarikannya. Selain 
kurangnya sosialisasi, dalam perlindungan terhadap Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) juga diperlukan peraturan daerah.  Peraturan daerah perlu untuk segera 
dibuat dikarenakan jumlah, bentuk,dan macam cagar budaya banyak serta 
latar belakang masyarakat yang berbeda, maka di masing-masing daerah 
diperlukan perundang-undangan lain sebagai pendukung pelaksanaan 
Undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan 
oleh Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“Memang perda tentang benda cagar budaya di Surakarta belum ada. 
Sekarang kami masih melakukan pendataan ulang terhadap 
bangunan/benda-benda yang usianya di atas 50 tahun. Nanti hasilnya 
akan dibuat informasi secara elektronik. Jadi siapa saja bisa 
melihatnya hanya dengan melihat website. Di web tersebut orang bisa 
dengan mudah mengetahui informasi-informasi, misalnya alamat dan 
denahnya.. Sesudah itu baru disahkan perdanya. Di samping itu 
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Targetnya tahun 2011 perda sudah disahkan” (wawancara 28 Juni 
2010) 
Dalam kegiatan perlindungan, responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta belum optimal. Masih banyaknya bangunan yang tidak terawat dan 
berubah fungsinya merupakan bukti bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tata 
Ruang Kota belum optimal.  Selain itu, belum adanya peraturan daerah juga 
menyebabkan upaya perlindungan yang dilakukan oleh DInas tata Ruang 
Kota Surakarta belum maksimal.. 
 Pengawasan 
Dalam hal pengawasan, pemerintah Kota Surakarta juga melakukan 
pengawasan perijinan. Pengawasan perijinan dilakukan dengan adanya 
pengawasan dalam pendirian bangunan baru. Dengan adanya Ijin Mendirikan 
Bangunan (IMB). Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan untuk 
mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-
bangunan di suatu Kawasan Cagar Budaya KCB. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh bapak  Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“Sebelum adanya pembangunan maka pemilik wajib mengurus dan 
memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila tempat 
tersebut masih termasuk dalam kawasan cagar budaya maka akan 
disarankan dalam membangunnya memperhatikan aspek-aspek 
budaya. Tugas Dinas Tata Ruang Kota sendiri adalah Mengurus 
advice Planning/Keterangan rencana Kota” (wawancara 28 Juni 2010) 
Hal senada juga diungkapkan Bapak Supardi, warga Kampung 
Baluwarti 
“iya, IMB memang diperlukan untuk mendirikan, mengubah, 
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maka warga akan mendapatkan kepastian hukum bagi bangunannya.” 
(wawancara 12 Juli 2010) 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengurusan IMB 
merupakan syarat sebelum mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau 
membongkar bangun-bangunan di suatu Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
Tujuan dari pengurusan IMB adalah untuk melindungi kepentingan baik 
kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang di tujukan 
atas kepentingan hak atas tanah. Selain itu dapat menjadi pengontrol 
pembangunan kota. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh 
bapak Dandy ST selaku Staff Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“IMB perlu dilakukan ya dengan tujuan agar wilayah Kota Surakarta 
dapat ditata dengan rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan 
pekerjaan pembangunan perkotaan. Selain itu bagi masyarakat bisa 
menjadi bukti kepemilikan bangunan yang syah, yang akhirnya akan 
mendapatkan keamanan” (wawancara 14 Juli 2010) 
Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan dapat 
bermanfaat untuk tetap menjaga agar Kota Surakarta dapat tetap rapi dan 
sebagai bukti kepemilikan bangunan yang syah. Untuk itulah diperlukan 
pemahaman masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Pelaksanaan  
sosialisasi yang sangat sedikit mengakibatkan banyak masyarakat yang 
kurang mengetahuinya.  
Pelaksanaan sosialisasi yang kurang juga mengakibatkan beberapa 
bangunan bersejarah yang termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) 
telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan jaman 
tanpa memperhatikan kekhasan bangunan bersejarah yang telah ada. Secara 
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yang lebih mengarah ke bentuk bangunan modern atau penambahan ruang 
baru dengan memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong. Perubahan 
bangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi, sehingga 
memilih mengkomersilkan bangunan tersebut untuk dibuat hal yang lebih 
menguntungkan misalnya berdagang daripada untuk mempertahankan ciri 
khas budaya. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat juga ikut 
memperngaruhi hal tersebut karena semakin memungkinkan untuk 
melakukan pembangunan. 
Dari penjelasan di atas, responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota dalam 
pelaksanaan pengawasan kurang baik. Sebagai instansi yang mempunyai 
tugas untuk menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat,Dinas 
tata Ruang Kota masih kecolongan karena masih banyaknya pihak-pihak 
yang mendirikan bangunan/merubah fungsi bangunan tanpa diketahui oleh 
pihak dinas.   
 Pemeliharaan 
Pemeliharaan merupakan upaya untuk melestarikan Benda Cagar 
Budaya (BCB) dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dan alam. 
Pemeliharaan terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Surakarta dilakukan 
dengan pemugaran. Pemugaran merupakan serangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak dengan 
mempertahankan keasliannya, namun jika diperlukan dapat ditambah dengan 
perkuatan strukturnya. Keaslian yang harus diperhatikan dalam pemugaran 
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sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ir. Arif Nurhadi, MM selaku 
Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“dalam melakukan pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya (KCB) kita 
lakukan dengan pemugaran. Pemugaran tersebut dilakukan dengan 
hati-hati untuk menjaga keasliaanya baik itu keaslian bentuknya, 
bahannya, tehnik pengerjaannya maupun tata letaknya. Kalau bisa asli 
kecara keseluruhan memang sulit, diusahakan semirip mungkin” 
(wawancara 28 Juni 2010) 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Alpha selaku 
pengurus Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) 
“upaya pelestarian di Laweyan tidak bisa sembarangan. Tidak asal 
bangun, tapi juga memperhatikan aspek sejarahnya. Perlakuannya 
harus hati-hati” (wawancara 7 Juli 2010) 
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pemugaran Kawasan Cagar Budaya (KCB) diperlukan perhatian yang khusus. 
Pemugaran tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena terkait begitu 
pentingnya Kawasan Cagar Budaya (KCB) tersebut untuk mengetahui sejarah 
suatu kota dan sebagai ciri khas kota. Karena merupakan bangunan 
bersejarah, maka dalam pelestariannya harus dijaga keasliaannya, baik 
keaslian bentuk, bahan, tehnik pengerjaan maupun tata letaknya dengan 
memperhatikan nilai sejarah, arsitektur, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
Penjelasan tentang keaslian tersebut dapat dijelaskan : 
1. Keaslian Bentuk 
Keaslian bentuk bangunan harus dikembalikan berdasarkan bukti-
bukti yang ditemukan antara lain foto-foto lama, dokumen tertulis, saksi 
hidup, atau studi teknis. 
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a. Dalam pemugaran bahan bangunan yang harus digunakan adalah 
bahan asli dan harus dikembalikan ke tempatnya semula 
b. Apabila bahan bangunan mengalami rusak ringan maka harus 
dilakukan perbaikan dan pengawetan sehingga dapat digunakan 
kembali 
c. Apabila telah rusak berat atau hilang, maka dapat diganti dengan 
bahan baru. Bahan pengganti harus sama, baik jenis maupun 
kualitasnya. Namun bila bahan baru sulit untuk didapatkan taupun 
sudah tidak ada lagi maka harus digunakan bahan yang semirip 
mungkin dengan yang asli. 
3. Keaslian Tata Letak 
d. Tata letak bangunan harus dipertahankan dengan lebih dahulu 
melakukan pemetaan 
e. Keletakan komponen-komponen bangunan seperti hiasan, arca, dan 
lain-lain harus dikembalikan ke tempat semula. 
4. Keaslian Teknologi Pengerjaan 
Keaslian teknologi pengejaan dengan bahan asli maupun baru 
harus tetap dipertahankan. keaslian teknologi ini antara : 
f. Teknologi pembuatan 
g. Teknologi konstruksi 
5. Nilai sejarahnya 
Setiap bangunan yang terdapat dalam Kawasan Cagar Budaya 
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persatuan, cinta tahan air, perjuangan, dll. Sehingga dalam pemugaran 
harus memperhatikan nilai sejarah tersebut. Berdasarkan prinsip-prinsip 
di atas, maka perlu dipahami bahwa pemugaran bukan merupakan 
pekerjaan pembangunan atau pembuatan bangunan, melainkan pekerjaan 
perbaikan dan pengawetan.  
Dalam melakukan pemugaran, dapat dilakukan dengan cara 
preservasi, rehabilitasi, rekonstrukasi dan revitalisasi. Hal ini sesuai dengan 
lampiran II dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat ii 
Surakarta Nomor : 646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan 
dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda 
Cagar Budaya. Penjlasan dari keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: 
 Preservasi yaitu : 
Pelestarian suatu bangunan kuno/bersejarah seperti keadaan aslinya tanpa 
adanya perubahan, termasuk upaya mencegah dan menangkal 
penghancuran. Preservasi biasanya dilakukan pada bangunan yang 
mempunyai nilai kultural yang tinggi. Dilakukan dengan cara penggantian 
elemen bangunan yang rusak/lapuk ataupun dengan mengadakan 
perawatan secara rutin misalnya pengecetan bangunan secara rutin. 
 Rehabilitasi yaitu : 
Pengembalian suatu bangunan kuno/bersejarah ke keadaan semula, dengan 
menghilangkan tambahan dan memasang komponen asli semula tanpa 
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dilakukan untuk memperbaiki bangunan yang mempunyai tingkat 
kerusakan kecil.  
 Rekonstruksi yaitu : 
Pengembalian suatu bangunan kuno/bersejarah semirip mungkin dengan 
keadaan semula, baik menggunakan bahan lama maupun bahan baru. 
Rekontruksi dilakukan pada bangunan yang telah rusak atau runtuh untuk 
dibangun/disusun kembali. Dalam hal ini boleh menggunakan bahan-
bahan bangunan yang baru tapi harus disesuaikan dengan bahan aslinya. 
 Revitalisasi atau adaptasi, yaitu :       
Merubah fungsi yang lebih sesuai, tanpa melakukan perubahan 
menyeluruh atau hanya mengakibatkan dampak sekecil mungkin. 
Revitalisasi bisa juga diartikan sebagai upaya untuk mendaur ulang 
kawasan dengan tujuan untuk memberikan vitalitas baru, meningkatkan 
vitalitas yang ada, atau menghidupkan kembali vitalitas yang pernah ada 
namun telah memudar sehingga mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang 
lebih tinggi. 
Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ir. Arif Nurhadi, 
MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota dalam 
melakukan Konservasi terhadap Kawasan Cagar Budaya sesuai 
dengan keadaannya. Bisa dilakukan dengan cara preservasi, 
rehabilitasi, rekontruksi, dan revitalisasi” (wawancara 28 Juni 2010). 
 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Bapak Dandy, ST selaku 
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“untuk konservasi kegiatan yang dilakukan kita mengacu pada 1 Surat 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 
646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan 
Kuno Bersejarah.yaitu dengan preservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, 
dan revitalisasi” (wawancara tanggal 14 Juli 2010) 
 
Setiap Kawasan Cagar Budaya (KCB) diperlukan perlakuan yang 
berbeda-beda. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini 
Tabel 4.1 
DAFTAR BANGUNAN KUNO DAN KAWASAN BERSEJARAH 
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA 
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA 
 
No Nama Obyek Jenis Obyek Alamat Bentuk 
Konservasi 


































Sumber : Lampiran 1 Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Surakarta No. 646/116/I/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan 
Kawasan Kuno Bersejarah. 
Upaya pemeliharaan yang telah dilakukan Dinas Tata Ruang Kota 
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Baluwarti. Revitalisasi kampung Baluwarti dilakukan untuk menambah 
vitalitas sebagai kampung wisata budaya. Revitalisasi tersebut antara lain 
dengan perbaikan taman, dan gapura untuk menambah ke khasan sebagai 
tempat wisata budaya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh 
bapak  Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar 
Budaya 
“untuk Baluwarti kita melakukan revitalisasi. Revitalisasi tersebut 
antara lain dengan pembuatan taman, perbaikan jalan, garura. Hal 
tersebut dilakukan mengingat Baluwarti sebagai kampung Wisata 
Budaya. Dengan tersedianya vasilitas publik seperti itu, maka akan 
meningkatkan vitalitas kampung tersebut” (wawancara 28 Juni 2010) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Supardi, warga Kanpung 
Baluwarti 
“memang benar di Baluwarti telah dilakukan beberapa perbaikan 
vasilitas misalnya saja dengan pembuatan taman, penambahan 
penulisan jawa hal tersebut dilakukan untuk mengangkat seni budaya 
dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya” (wawancara 12 Juli 
2010) 
Selain di Baluwarti hal yang sama juga dilakukan di Kampung Batik 
Laweyan. Pada revitalisasi Laweyan tahap pertama dibangun berbagai 
fasilitas seperti shelter, ornament, lampu hias, papan informasi, pagar 
tanaman di berbagai penjuru Laweyan. Hal tersebut dilakukan untuk 
memperindah dan menghijaukan Laweyan menuju terbentuknya wisata batik 
yang asri dan elok. Selain itu juga dilakukan rekonstruksi terhadap 30 rumah 
kuno. Namun sayang dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan 
harapan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Alpha 
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“dalam renovasi terhadap 30 rumah tersebut terdapat perbedaan 
orientasi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah 
melakukan upaya pelestarian tersebut dengan manajemen hasil. 
Seharusnya ya harus memperhatikan prosesnya juga. Tidak selalu 
berorientasi dengan hasil. Pengerjaannya terkesan sak-sak’e. 
masyarakat ada yang tidak puas, karena tidak seperti apa yang 
diharapkan hasilnya” (wawancara 7 Juli 2010) 
Menanggapi hal tersebut,  bapak Dandy ST selaku Staff Bidang 
Konservasi bangunan Cagar Budaya mengatakan  
“untuk revitalisai laweyan tahap pertama tersebut dianggarkan dari 
APBD 2007. Dalam pengerjaannya kita tetap melakukan pengawasan 
dan evaluasi tapi kalau hasilnya kurang memuaskan karena dana yang 
ada tersebut dicukup-cukupkan” (wawancara 14 Juli 2010) 
Selain Baluwarti dan Laweyan, Kawasan Keraton Kasunanan juga 
mengalami perbaikan. Bangunan yang diperbaiki adalah  masjid Agung 
Surakarta. Masjid agung Surakarta merupakan masjid kerajaan Kasunanan 
yang termasuk dalam benda cagar budaya. Perbaikan/rekonstruksi tahap 
pertama tahun 2006 dilakukan untuk merenovasi bangunan induk yang 
masing-masing berada pada empat konstruksi fondasi saka yang sudah rusak 
berat. Sementara konstruksi atap di bangunan utama juga rusak dan sudah 
melengkung, balok bangunan rusak, kuda-kuda patah. Untuk bagian 
Pawastren, kondisi atap dan tiang rusak.  
Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak  Ir. Arif 
Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“di keratonnya sendiri sudah lama kami tidak ada perbaikan. Terakhir 
kalau tidak salah perbaikan bangunan yang terbakar. Untuk yang baru-
baru ini perbaikannya di Masjid Agung dan di alkidnya” (wawancara 
tanggal 28 Juni 2010” 
Pendapat senada juga disampaikan oleh KGPH Puger selaku pengurus 
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“untuk bantuan perbaikan dari pemerintah kepada kawasan keraton 
yang baru-baru saja adalah perbaikan bangunan utama di masjid 
agung. Perbaikan tersebut tahun 2006. Kalau untuk bangunan 
keratonnya juga pernah tapi sudah lama. Pemerintah juga memberikan 
subsidi tiap bulannya, tapi jumlahnya jauh dari cukup untuk 
pemeliharaan. Pemeliharaan kan bukan hanya bangunannya saja tapi 
juga sumber daya manusianya juga”(wawancara 14 Juni 2010) 
Selain perbaikan Masjid Agung Surakarta, Kawasan alun-alun selatan 
juga mengalami perbaikan antara lain dengan pemasangan lampu dan 
pemasangan paving yang bermotif keraton. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
yang diberikan oleh bapak Rudi Prasetyo 
 “pemasangan lampu dan paving bermotif keraton itu baru-baru saja 
dilakukan. Tahun 2009an. Dananya berasal dari pemerintah. 
(wawancara 5 Agustus 2010) 
 Hal berbeda dialami oleh Pura Mangkunegaran. Renovasi terhadap 
salah satu Kawasan Cagar Budaya (KCB) ini baru dilakukan tahun 2010. Hal 
ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM 
selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“untuk wilayah mangkunegaran pemugaran baru dilaksanakan tahun 
2010. Pemugaran tersebut dilakukan di bagian inti yang telah 
mengalami kerusakan. Selain itu, juga perbaikan di bagian 
pamedannya. ” (wawancara 28 Juni 2010) 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh bapak Rully selaku abdi 
dalem Pura Mangkunegaran 
“Mangkunegaran baru tahun ini mengalami perbaikan makanya 
banyak bangunan yang rusak kaya atap-atapnya ada yang bocor. 
Untuk yang tahun ini saya sudah melihat desainnya” (wawancara 
tanggal 18 Agustus 2010) 
Pemugaran Mangkunegaran yang semula merupakan proyek 
pemerintah kota Surakarta, kemudian dialihkan menjadi tanggung Jawab 
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 Pemanfaatan dan pengelolaan 
Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya (KCB) merupakan suatu upaya 
memberdayakan kawasan sebagai asset budaya untuk berbagai kepentingan. 
Pemanfaatan termasuk salah satu dari kegiatan pelestarian yang dilakukan 
oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 
diberikan oleh bapak Dandy, ST selaku Staff Bidang Konservasi bangunan 
Cagar Budaya 
“pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya perlu untuk dilakukan. 
Percuma saja kalau renovasi dan pemugaran yang dilakukan tapi tanpa 
ada pemanfaatannya. Nanti bisa-bisa tidak terawat lagi” (wawancara 
14 Juli 2010) 
Sebelumnya, pernyataan yang sama disampaikan oleh KGPH Puger 
selaku pengurus Keraton Kasunanan Surakarta 
“harusnya kan keraton ini dirawat dengan baik, kerusakan-kerusakan 
diperbaiki lagi. Kalau Keratonnya terawat kan minat wisatawan untuk 
datang kan lebih tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga lebih 
tinggi” (wawancara 14 Juni 2010) 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa pemanfaatan 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) diperlukan karena  akan sia-sia suatu obyek 
KCB dilestarikan apabila tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 
Dengan demikian suatu program kerja harus dapat mewujudkan out put, out 
come, benefit, dan impactnya, sehingga kinerja suatu lembaga dapat diukur 
keberhasilannya.  
Pemanfaatan yang paling nyata dalam pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya (KCB) adalah digunakan untuk tempat pariwisata atau yang lebih 
dikenal dengan wisata budaya. Peninggalan masa lalu yang terdapat di 
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Batik Laweyan merupakan fenomena yang unik, menarik, dan berharga untuk 
dijadikan sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh bapak Dandy, ST selaku Staff Bidang 
Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“bangunan kuno-kuno yang terdapat di Kawasan Cagar Budaya sangat 
menarik untuk dikunjungi, bangunannya unik-unik. bisa juga 
diabadikan lewat foto atau yang lain. Ya selain banyak memori 
sejarah bisa juga menginspirasi seniman buat berkarya dan 
berkretifitas” (wawancara 14 Juli 2010) 
Sebelumnya, KGPH Puger selaku pengurus Keraton Kasunanan 
Surakarta juga menyampaikan hal yang senada 
“iya, ada masyarakat yang kekeraton Kasunanan dengan membawa 
kamera. Tujuannya refresing dan mencari bangunan bersejarah yang 
bagus untuk difoto” (wawancara 14 Juni 2010) 
 Obyek wisata budaya apabila dikelola dan dirawat secara baik, dari 
segi ekonomi juga sangat menguntungkan yaitu dengan adanya peningkatan 
pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Pendapatan masyarakat di sekitar 
obyek Kawasan Cagar Budaya (KCB) juga meningkat. Sehingga pada 
akhirnya pemberdayaan masyarakat juga semakin baik. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“kita bekerjasama dengan pihak lain untuk promosi pariwisata di 
Surakarta. Tujuannya biar banyak masyarakat yang tahu dan tertarik 
untuk berkunjung di Solo. Dengan begitu sama-sama menguntungkan. 
Pemerintah Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya meningkat, 
masyarakat ekonominya juga meningkat” (wawancara 28 Juni 2010) 
Pendapat di atas dibenarkan oleh bapak Alpha selaku pengurs Forum 
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“dulu industri batik di Laweyan sempat mengalami kevakuman. 
Kamudian berkat kesadaran dari masyarakat, industri ini bangkit lagi.  
Kemudian ditambah beberapa fasilitas penunjang lain ya sehingga 
bias terkenal lagi seperti sekarang. Produksi batik bisa meningkat. 
Ekonomi masyarakt otomatis juga semakin baik” (wawancara 7 Juli 
2010) 
Pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Supardi warga 
Baluwarti 
“Baluwarti kan merupakan kota wisata budaya. Sebagai wisata 
budaya, beberapa fasilitas publik mengalami perbaikan. Disini 
wisatawan dapat melinat kesenian-kesenian khas solo. Banyak 
sanggar-sanggar yang ada, sanggar tari, gamelan.” (wawancara 12 Juli 
2010)   
Selain dimanfaatkan sebagai tempat wisata, Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) juga dimanfaatkan untuk pendidikan khususnya bagi pelajar/generasi 
muda. Dengan berkunjung ke tempat wisata budaya, pelajar bisa mengetahui 
sejarahnya, sehingga akan menimbulkan rasa bangga terhadap kebersaran 
budaya bangsa. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak 
Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“dengan berwisata ke wisata budaya, para generasi muda bisa 
mengetahui tentang sejarah, misalnya saja tentang sejarah perjuangan. 
Kalau tau sejarahnya kan, bisa bangga sehingga juga akan ikut 
menjaga kebudayaannya itu sendiri. (wawancara 28 Juni 2010) 
Pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Alpha selaku pengurus 
Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) 
 “Kampung Batik pada saat-saat tertentu juga dikunjungi oleh 
rombongan masyarakat/pelajar. Tidak hanya wilayah Surakarta saja, 
tapi juga luar Surakarta. Di sini juga ada pemandunya yang akan 
menjelaskan tentang sejarahnya dan dilanjutkan proses membatik. 
Masyarakat/pelajar bisa belajar langsung membatik. Jadi masyarakat 
bisa mengerti dan bangga sehingga diharapkan juga ikut 
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Dari berbagai pendapat di atas, pemanfaatan terhadap Kawasan Cagar 
Budaya (KCB) mempunyai arti yang penting bagi kelestariannya di masa 
yang akan datang. Pemanfaatan dilakukan dengan menjadikannya sebagai 
obyek wisata budaya  yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan dapat 
dimanfaatkan untuk pendidikan. Tugas Dinas Tata Ruang Kota dalam 
pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya dengan berperan aktif dalam fasilitasi. 
Fasilitasi dilakukan dengan pembangunan sarana publik. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku 
Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“DTRK memfasilitasi dengan pembangunan sarana publik. Seperti 
yang di Laweyan, dengan pembangunan jalan, papan pengumuman, 
gazebo. Biar masyarakat yang berkunjung merasa nyaman. Selain 
itu,pemerintah juga membantu dalam promosinya.” (wawancara 
tanggal 28 Juni 2010) 
Sedangkan untuk pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dikelola oleh 
pemilik. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ir. Arif 
Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“untuk pengelolaan, biasanya dikelola sendiri. Misalnya Keraton 
Kasunanan, udah ada pengurusnya. Yang mengelola secagar 
keseluruhan ya pengurusnya tersebut. Di Mangkunegaran juga seperti 
itu” (wawancara 28 Juni 2010) 
Sebelumnya, KGPH Puger selaku pengurus Keraton Kasunanan 
Surakarta juga menyampaikan 
“keraton kan seperti negara, jadi mempunyai abdi dalem-abdi dalem. 
Yang mengelola ya abdi dalem tersebut. Setiap abdi dalem sudah 
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Dari hasil penjelasan di atas, dapat Dalam hal pemanfaatan terhadap 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) ,responsibilitas  Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta dinilai cukup baik. Pemanfaatan yang paling terlihat adalah dengan 
digunakan sebagai tempat pariwisata. Peran Dinas Tata Ruang Kota dalam 
hal pariwisata yaitu dengan memfasilitasi tempat wisata tersebut. Usaha 
untuk mempromosikannya, Dinas Tata Ruang Kota bekerjasama dengan 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Promosi Kawasan Cagar Budaya tersebut 
dilakukan dengan pembuatan liflet dan juga dibuat dalam bentuk video. 
Selain itu promosi juga dilakukan melalui website Surakarta.go.id.  Untuk 
pengelolaan terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB), dikelola oleh 
pengurus/pemilik dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada. 
Dari kegiatan perlindungan, pengawasan, pemeliharaan,pemanfaatan 
dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) selalu beredoman pada UU 
No 25 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 063/U/1995 tentang 
Perlindungan dan pemeliharaan BCB dan Surat Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 646/116/I/1997 tentang Penetapan 
Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
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“dalam bertindak ya kita sesuai dengan peraturan yang sudah ada. 
Misalnya, dalam melakukan pemugaran kita mengacu pada peraturan 
pemerintah dengan tetap memperhatikan bentuk, bahan, tata letak, 
pengerjaan, dan nilai sejarahnya. Bentuk pemugaran juga 
memperhatikan bangunannya juga” (wawancara tanggal 28 Juni 2010) 
 Pendapat senada juga diungkapkan oleh bapak Dandy ST selaku Staff 
Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“dalam melaksanakan pelestarian, kami mengacu pada peraturan. 
Disana kan sudah disebutkan bagaimana tentang pemeliharaannya, 
pemanfaatannya, pengawetan, perlindungannya. (wawancara 14 Juli 
2010). 
 Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
melaksanakan kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dinas Tata Ruang 
Kota tetap berpedonam pada peraturan. Dalam PP No. 10/1993 tentang 
penjelasan UU No. 5/1992 pasal 27 ayat 2 dijelaskan Pemugaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarahnya. 
Dalam hal pemanfaatan, Dinas Tata Ruang juga mengacu pada 
peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang no 5 Tahun 1992 pasal 19 
sudah disebutkan bahwa Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
dan kebudayaan. Dan dalam ayat 2 disebutkan Pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila: a. 
bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); b. semata-mata untuk mencari keuntungan 
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Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya dapat diselesaikan dengan baik karena hal tersebut sudah 
dijelaskan dalam peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 
diberikan oleh  bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi 
Bangunan Cagar Budaya. 
“kendala dalam pelestarian kebanyakan dalam pencarian bahan 
bangunan yang sama persis. Tapi hal tersebut bisa diatasi dengan 
mencarikan bahan yang mirip. Sudah ada pedomannya untuk hal 
tersebut.” (wawancara tanggal 28 Juni 2010) 
Selain pencarian bahan bangunan yang persis, kendalan juga ditemui 
pada saat perencanaan pembangunan. Kurang diketahuinya bentuk asli dari 
suatu bangunan membuat Dinas Tata Ruang Kota kesulitan dalam 
menggambar desainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Dandy ST 
selaku Staff Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“untuk menggambar desainnya kami mempunyai kesulitan. Untuk 
bentuk bangunan yang asli, lokasinya yang tepat dimana kan kami 
kurang tahu. Yaa, kami cari tahu dulu lewat internet dan kerjasama 
dengan warga. Seperti saat di Laweyan dulu, kita kerjasama dengan 
FPKB” (wawancara tanggal 14 Juli 2010) 
 Dari pernyataan di atas,dapat disimpulkan bahwa dalam pelestarian 
Kawasan Cagar terdapat berbagai macam kendala. Kendala-kendalan tersebut 
dapat ditasai dengan berpedoman pada peraturan yang sudah ada dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan. 
Dari berbagai hasil wawancara di atas, dalam melestarikan Kawasan 
Cagar Budaya (KCB) Dinas Tata Ruang Kota Surakarta selalu berpedoman 
pada peraturan yang ada. Namun, secara keseluruhan, responsibilitas Dinas 













































commit to user 
91 
 
dinilai belum cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam hal perlindungan, 
pihak Dinas Tata Ruang Kota belum bisa melindungi Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) yang ada di Surakarta, dalam hal pengawasan Dinas Tata Ruang Kota 
masih kecolongan dengan adanya perubahan fungsi bangunan, penambahan 
bangunan di Kawasan Cagar Budaya (KCB) walaupun sudah memberikan 
pengawasan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam hal 
pemeliharaan Dinas Tata Ruang Kota sudah melakukan pemugaran di 
Kawasan Cagar Budaya kecuali di Mangkunegaran. Upaya tersebut belum 
mencakup seluruh bangunan dikarenakan pendanaan yang kurang. Dalam hal 
pemanfaatan dan pengelolaan, responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota cukup 
baik. Dinas Tata Ruang Kota memenfaatkan Kawasan Cagar Budaya (KCB) 
untuk pariwisata, pendidikan, kebudayaan, bidang social yang 
pengelolaannya diserahkan kepada pemilik atau pengurus dari masing-masing 
Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
 
c. Indikator Akuntabilitas 
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 
penyelenggaraan pelayanan dengan petunjuk yang menjadi dasar atau 
pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang memiliki 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 
Akuntabilitas Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dapat didefinisikan 
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pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). Pertanggungjawaban Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta adalah kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah 
Walikota Surakarta, hal tersebut dikarenakan karena Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Surakarta. 
Laporan tersebut dibuat kepada yang memberikan mandat. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku 
Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“sudah ada sistem pertanggungjawaban dinas dalam hal pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya. Ketika program renovasi sudah selesai 
dikerjakan, maka kami juga akan melakukan evaluasi. Habis itu kami 
juga membuat laporan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban 
tersebut diserahkan kepada kepala dinas, kemudian kepala Dinas yang 
menyerahkan kepada walikota” (wawancara 28 Juni 2010). 
Dari penjelasan di atas, laporan pertanggungjawaban dibuat setelah 
suatu program selesai untuk dikerjakan. Dalam laporan tersebut antara lain 
memuat tentang lama waktu pengerjaan, dana yang diperlukan. Hal tersebut 
dilakukan agar tercipta suatu transparansi dalam setiap pelaksanaan 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). Selain itu, laporan juga dibuat 
tiap setahun sekali yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP). Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan bapak 
Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“Dinas Tata Ruang Kota juga membuat LAKIP untuk pelaksanaan 
program keseluruhan yang ada. LAKIP nya dibuat setiap satu tahun 
sekali” (wawancara tanggal 28 Juni 2010) 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah salah satu 
bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari 
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Keputusan Walikota Surakarta No.18 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana 
untuk mengukur akuntabilitas publik. Dalam suatu Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdapat gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media 
akuntabilitas setiap instansi. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Tata Ruang Kota mengacu pada 
pedoman nasional. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh 
bapak Dandy ST selaku Staff Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“Dalam laporan pertanggungjawaban ini kami mengacu pada buku 
pedoman, disitu nanti diterangkan mana yang harus dilaporkan pada 
atasan, jadi disini kita tetap berpegang pada pedoman itu dalam 
menyusun laporan. Kami ikut mekanisme yang sudah ada saja” 
wawancara 14 Juli 2010) 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam menyusun Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diperlukan pedoman. Pedoman 
yang digunakan berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP). SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah 
dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban keberhasilan 
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yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan 
kinerja, dan pelaporan kinerja. 
Laporan pertanggungjawaban dapat dijadikan umpan balik untuk 
perencanaan program yang selanjutnya agar dapat lebih efektif dan efisien 
dalam melaksanakan kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
Pertanggungjawaban tersebut tidak saja dipamami secara hierarki saja, dari 
bawahan kepada atasan melainkan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak 
yang memberikan tugas dalam hal ini tidak hanya walikota saja tapi juga 
kepada masyarakat.  
Dalam hal pelestarian terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) Dinas 
Tata Ruang Kota Surakarta bertanggungjawab penuh mulai dari proses 
sosialisasi kepada warga, perencanaan, pemilihan, pemilihan tender 
pengerjaan, pengawasan sampai dengan selesai. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“dalam proses Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) kita mulai 
dengan sosialisasi kepada warga, perencanaan, pelelangan pelaksanan 
dan pelaksanaannya. Kami juga mengawasi dalam pelaksanaannya. 
Selain itu juga bekerjasama dengan warga sekitar mulai dari awal 
sampai akhir” (wawancara 28 Juni 2010) 
Pendapat senada juga dijelaskan oleh bapak Dandy ST selaku Staff 
Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
“iya, dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) kami juga 
melibatkan masyarakat sekitar. Seperti dalam revitalisasi Kampung 
Batik Laweyan dulu, kami juga berkomunikasi dengan Bapak Alpha 
selaku ketua FPKBL” (wawancara 14 Juli 2010) 
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“iya, dulu waktu pelaksanaan renovasi Kampung Batik Laweyan 
memang ada komunikasi dengan Dinas Tata Ruang Kota baik dalam 
perencanaannya sampai akhir proses. Komunikasi itu ya saat renovasi 
saja, sekarang juga sudah tidak. Kan lebih baik kalau komunikasinya 
itu kontinnyu” (wawancara 7 Juli 2010) 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta bertanggungjawab penuh terhadap proses pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB). Dalam memenuhi hal-hal tersebut, pelayanan 
yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota dalam pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya (KCB) nampaknya masih belum cukup optimal. Hal ini dapat 
dilihat dari pemilihan tukang yang dirasa kurang tepat. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh bapak Alpha selaku Ketua FPKBL 
“wah dalam pengerjaannya dulu masyarakat Laweyan tidak puas, la 
gimana tukang-tukangnya mungkin asal comot aja. Padahal kan untuk 
renovasi bangunan bersejarah tidak bisa seenaknya saja kan. Akhirnya 
ada masyarakat yang tidak mau lagi rumahnya diperbaiki” 
(wawancara 7 Juli 2010) 
Dari hasil wawancara di atas dapat disumpulkan bahwa pemilihan 
tukang bangunan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
belumlah tepat. Keluhan tersebut sudah disampaikan oleh masyarakat 
terhadap pihak Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dan mendapat tanggapan 
bapak Dandy ST selaku Staff Bidang Konservasi bangunan Cagar Budaya 
 “sebenarnya kami juga sudah hati-hati dalam pemilihan tenaga 
perenovasinya. Tapi kan sudah terlanjur dikerjakan, masa mau diganti 
ditengah jalan. Nanti anggaran kita nambah lagi. Padahal anggaran 
yang ada Cuma sedikit. Ya kita siasati aja dengan pengawasan 
pengerjaan yang lebih ketat lagi” (wawancara 14 Juli 2010) 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan indikator akuntabilitas 
dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya dirasa cukup baik. 
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kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan adanya komunikaasi dengan 
masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan. Walaupun terdapat hambatan, tapi 
hal tersebut dapat diatasi Dinas Tata Ruang Kota dengan memaksimalkan 
pengawasan. 
 
2. Faktor Penghambat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) oleh Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta tidak terlepas dari adanya hambatan dalam memberikan pelayanan 
publik.  Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, 
hambatan tersebut berasal dari dalam maupun dari luar. 
Hambatan intern antara lain berupa : 
a. Pendanaan 
Keterbatasan anggaran untuk melestarikan Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) menjadi masalah yang penting mengingat banyaknya kondisi 
bangunan yang sudah mengalami kerusakan/tidak terawat dan secepatnya 
harus dilakukan pemugaran.  Untuk saat ini dana dalam pelaksanaan 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) berasal dari pemerintah daerah, 
pusat maupun luar. Namun jumlah yang digunakan masih mengalami 
kekurangan sehingga proses pemugaran dilakukan secara bertahap. Hal ini 
sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM 
selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“kalau bicara masalah anggaran selalu tidak cukup untuk pemugaran, 
tapi dengan dana yang ada kami berusaha untuk melakukan upaya 
yang terbaik, jadi pintar-pintarnya untuk memanfaatkan dana yang ada 

















































Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun ada 
keterbatasan dana tetapi semangat dari aparat Dinas Tata Ruang Kota 
Surakarta untuk pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) masih besar. 
 
b. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) 
Pemerintah telah melindungi Benda Cagar Budaya (BCB) melalui UU 
No. 25 tahun 1992, namun Undang-undang tersebut dinilai kurang efektif 
mengingat masih banyaknya Benda cagar budaya yang rusak ataupun hilang. 
Untuk itu, dalam pelaksanaannya sebuah undang-undang memerlukan 
perundang-undangan yang lain untuk menjabarkan dan sebagai petunjuk 
pelaksanaan serta teknis undang-undang tersebut. Di samping itu dikarenakan 
jumlah, bentuk,dan macam cagar budaya banyak serta latar belakang 
masyarakat yang berbeda, maka di masing-masing daerah diperlukan 
perundang-undangan lain sebagai pendukung yaitu peraturan daerah (perda). 
Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, 
MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“belum adanya perda sedikit banyak juga akan mempengaruhi 
kegiatan pelestarian. Perda tentang cagar budaya akan disahkan. 
Sekarang masih dalam proses. Pengesahannya juga menunggu revisi 
UU No. 25 Tahun  1992 tersebut jadi” (wawancara 28 Juni 2010) 
 
c. Kurangnya sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya (BCB) memang deperlukan. Di masa sekarang, era e-gov 
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maksimal. Dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) kebutuhan 
teknologi inforomasi merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Hal 
tersebut meliputi fasilitas komputer dan internet. Fasilitas tersebut belum 
memadai untuk kegiatan pelestarian ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
yang diberikan oleh dari bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“ menurut saya selain dana, IT juga menjadi penghambat dalam 
kegiatana pelestarian ini. Terbatasnya fasilitas ini akan menyulitkan 
aparat untuk memperoleh informasi yang banyak mengenai Kawasan 
Cagar Budaya (KCB)” (wawancara 28 Juni 2010) 
 
Dengan adanya fasilitas teknologi yang memadai akan memungkinkan 
terjadinya percepatan dalam penyampaian informasi. Apabila hal ini tidak 
diperhatikan,dikhawatirkan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta akan semakin 
kesulitan untuk bersaing di era e-gov ini. Selain itu, IT akan membantu Dinas 
Tata Ruang Kota Surakarta untuk lenig mudah memperlajari cagar budaya 
agar memudahkan dalam penanganannya. 
Sedangkat faktor penghambat ekstern yang mempengaruhi dalam kegiatan 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) adalah kurangnya kepedulian 
masyarakat selama ini. Banyak benda cagar budaya yang rusak atau bahkan hilang 
tanpa diketahui oleh masyarakat. Era globalisasi yang semakin pesat tidak 
diimbangi dengan  kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya, justru 
terkadang masyakarat terlenakan. Banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut, 
antara lain factor keadaan dan banyaknya budaya asing yanh berkembang di 
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penjelasan dari bapak Dandy, ST seelaku Staff Bidang Konservasi bangunan 
Cagar Budaya 
“Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi cagar budaya di 
Surakarta, cagar budaya masih belum terawatt dan kurang 
diperhatikan mengingat sekarang masyarakat lebih menaruh 
perhatiaanya pada hal-hal yang bersifat modern dan cenderung 
mengikuti budaya asing. Oleh sebab itu, hal ini perlu segera 
ditindaklanjuti megingat pentingnya cagar budaya tersebut sebagai 
saksi sejarah” (wawancara 14 Juli 2010) 
 
Penindaklanjutan dari kurangnya perhatian masyarakat tersebut harus 
segera diselesaikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 
mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat agar tumbuh rasa cinta 
terhadap budayanya sendiri. 
 
3.  Faktor pendukung dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
Salah satu faktor pendukung dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) adalah terjalinnya kerjasama antara Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
dengan pihak lain. Kerejasama ini diperlukan agar kegiatan Pelestarian dapat 
berjalan berjalan dengan baik. Kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Dinas 
Tata Ruang Kota Surakarta dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya antara lain 
sebagai berikut : 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam bekerjasama 
dalam penyusunan rencana pembangunan Kawasan Cagar Budaya (KCB) 
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal ini membatu dalam promosi 
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3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini membantu sosialisasi 
rasa cinta terhadap budaya kepada pelajar 
4. Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini membantu proses pelaksanaan 
pemugaran. 
Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif 
Nurhadi, MM selaku Kabid Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“Selama ini kami telah menjalin kerjasama yang baik dengan 
beberapa pihak untuk sosialisasi, pelaksanaan program. Pihak yang 
diajak bekerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPU, 
Bappeda, Disdikpora, maupun pihak lainnya” (wawancara 28 Juni 
2010) 
 
Dengan adanya faktor pendukung yakni kerjasama yang baik maka 
diharapkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dapat dilaksanakan secara 
maksimal sehingga akan menciptakan Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang 
terawat sehingga bisa digunakan untuk mengetahui jati diri kota Surakarta sebagai 
Kota Budaya. 
Selain karena adanya kerjasama dengan pihak luar, faktor pendukung yang 
lain adalah tersedianya sember daya manusia yang memadai di Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta baik yang teknis maupun non teknis. Jumah yang memadai 
tersebut juga didukung oleh kualitas SDM yang baik. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan yang diberikan oleh bapak Ir. Arif Nurhadi, MM selaku Kabid 
Konservasi Bangunan Cagar Budaya 
“menurut saya kalau membahas mengenai sumber daya manusia di 
Dinas Tata Ruang Kota yang baiklah dibuktikan dari pendidikan 
semua staff cagar budaya berpendidikan strata 1. Lebih baiknya lagi, 
jurusan kami sesuai dengan bidang tata ruang kota misalnya tehnik 
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Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta memiliki aparat yang mampu untuk melaksanakan pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB). Hal tersebut ditambah dengan motivasi kerja 

























































Matriks Hasil Penelitian 
No Variabel/indikator Keterangan 
1 Kinerja  
 Responsivitas Daya tanggap dalam mengangani  permasalahan yang kerkait pelestarian Kawasan Cagar Budaya belum 
maksimal. Keluhan dari masyarakat yang disampaikan ke Dinas tidak mendapat tanggapan yang baik. Selain itu 
komunikasi antara pihak pemerintah dan Dinas dalam penanganan cagar budaya juga tidak ada.   
 Responsibilitas Responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) dinilai belum 
cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam hal perlindungan, pihak Dinas Tata Ruang Kota belum bisa 
melindungi Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang ada di Surakarta, dalam hal pengawasan Dinas Tata Ruang Kota 
masih kecolongan dengan adanya perubahan fungsi bangunan, penambahan bangunan di Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) walaupun sudah memberikan pengawasan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam hal 
pemeliharaan Dinas Tata Ruang Kota sudah melakukan pemugaran di Kawasan Cagar Budaya kecuali di 
Mangkunegaran. Upaya tersebut belum mencakup seluruh bangunan dikarenakan pendanaan yang kurang. Dalam 
hal pemanfaatan dan pengelolaan, responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota cukup baik. Dinas Tata Ruang Kota 
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pengelolaannya diserahkan kepada pemilik atau pengurus dari masing-masing Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
Dalam melakukan keempat program di atas, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta selalu berpedoman pada peraturan 
yang ada. Hambatan yang muncul dalam kegiatan pelestrian Kawasan Cagar Budaya diselesaikan dengan 
berpedoman pada peraturan dan sesuai dengan kebutuhan. 
 Akuntabilitas Akuntabilitas Dinas dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya dirasa cukup memuaskan. Akuntabilitas 
dilaksanakan tidak kepada walikota selaku pemberi tugas tetapi juga kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan 
kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab Dinas Tata Ruang Kota dimulai dari warga, perencanaan, 
pemilihan, pemilihan tender pengerjaan, pengawasan sampai dengan selesai.  
2. Faktor penghambat Faktor penghambat dalam kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) bida bersifat intern dan ekstern. 
Yang intern yaitu berupa kurangnya pendanaan, belum adanya peraturan daerah dan kurangnya sarana dan 
prasarana. Sedangkan faktor ekstern yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kawasan Cagar Budaya 
(KCB) 
3. Faktor pendukung Fator pendukung dalam kegiatan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya yaitu adanya kerjasama yang baik dengan 
berbagai pihak, antara lain Disdikpora, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda. 


















































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya (KCB) merupakan gambaran capaian hasil kerja Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang 
dapat digunakan  untuk mengukur dan mempresentasikan kinerja sehingga 
dapat diketahui sejauh mana capaian hasil kerjanya. Pelestarian diperlukan 
untuk memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan 
mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan modern dan 
kualitas hidup yang lebih baik. Dalam proses pelestarian ini terdiri dari 
beberapa kegiatan yaitu kegiatan perlindungan yang terkait dengan 
perlindungan melalui peraturan yang ada, kegiatan pengawasan dengan 
pemberian perijinan IMB, kegiatan pemeliharaan yang terkait dengan upaya 
revitalisasi, rekonstruksi, preservasi, dan rehabilitasi, kegiatan pemanfaatan 
dan pengelolaan yang terkait dengan upaya pemberdayaan kawasan untuk 
berbagai kepentingan. 
Kinerja pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) oleh Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta dapat dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi dan 
indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pelaksanaan 


















































Dilihat dari responsifitas, kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) belum berjalan dengan baik. 
Belum adanya kesesuaian pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tata 
Ruang Kota seperti dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. 
harapan, keinginan, aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk melestarikan 
Kawasan Cagar Budaya belum mendapat tanggapan yang Maksimal dari 
Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Komunikasi yang terjalin antara 
masyarakat dan Dinas Tata Ruang Kota belum berlangsung secara efektif. 
Sehingga terdapat kesulitan untuk mengadakan hubungan antara pihak 
pemerintah dan masyarakat/pemilik/pengelola dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) 
2. Responsibilitas 
Responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) dinilai belum cukup baik. Hal tersebut 
ditunjukkan dalam hal perlindungan, pihak Dinas Tata Ruang Kota belum 
bisa melindungi Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang ada di Surakarta, 
dalam hal pengawasan Dinas Tata Ruang Kota masih kecolongan dengan 
adanya perubahan fungsi bangunan, penambahan bangunan di Kawasan 
Cagar Budaya (KCB) walaupun sudah memberikan pengawasan melalui 
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam hal pemeliharaan Dinas Tata 
Ruang Kota sudah melakukan pemugaran di Kawasan Cagar Budaya 
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bangunan dikarenakan pendanaan yang kurang. Dalam hal pemanfaatan 
dan pengelolaan, responsibilitas Dinas Tata Ruang Kota cukup baik. 
Dinas Tata Ruang Kota memenfaatkan Kawasan Cagar Budaya (KCB) 
untuk pariwisata, pendidikan, kebudayaan, bidang social yang 
pengelolaannya diserahkan kepada pemilik atau pengurus dari masing-
masing Kawasan Cagar Budaya (KCB). Dalam melakukan keempat 
program di atas, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta selalu berpedoman 
pada peraturan yang ada. Hambatan yang muncul dalam kegiatan 
pelestrian Kawasan Cagar Budaya diselesaikan dengan berpedoman pada 
peraturan dan sesuai dengan kebutuhan. 
3. Akuntabilitas 
Akuntabilitas Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya (KCB) sudah menampakkan hasil yang cukup 
baik. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
bertanggungjawab kepada walikota Surakarta selaku kepala daerah 
berdasarkan petunjuk pelaporan yang sudah ada. Pelaporan dilaksanakan 
setiap selesai pelaksanaan kegiatan dan pelaporan setiap tahunnya dengan 
membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
Pertanggungjawaban Dinas Tata Ruang Kota tidak hanya kepada 
walikota, tetapi juga kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan. 
pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan adanya 
komunikasi yang lancar antara pihak Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
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pengerjaan, pengawasan sampai dengan selesai suatu program kegiatan 
pelestarian.  
Dalam melaksanakan kegiatan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada faktor pendukung 
maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama yang 
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota dengan instansi yang lain antara lain 
Disdikpora, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Bappeda. Selain itu adanya sumber daya manusia yang professional di Dinas 
Tata Ruang Kota juga sebagai salah satu faktor pendukung. Beberapa 
hambatan juga ditemui yaitu, hambatan intern berupa kurangnya pendanaan, 
belum adanya peraturan daerah dan kurangnya sarana dan prasarana. 
Sedangkan hambatan ekstern berupa kurangnya pemehaman masyarakat 
terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB). Hambatan-hambatan inilah yang 
menyebabkan kurang maksimalnya Kinerja DInas Tata Ruang Kota dalam 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). 
 
B. SARAN 
Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa 
masukan sebagai rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian 
Kawasan Cagar Budaya. Antara lain adalah : 
1. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta hendaknya terus meningkatkan kinerja 
dengan cara meningkatkan responsivitas dan responsibilitas dalam 
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pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB). Dengan cara melaksanakan 
perlindungan, pemeliharaan dan selektif dalam memberikan perijinan 
terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) agar tetap terawat dan terjaga 
keberadaannya.  
2. Mengembangkan sarana menjaring masukan dan kritik dari masyarakat 
ataupun pengelola Kawasan Cagar Budaya (KCB) secara langsung 
ataupun tidak langsung dan aktif mencari mencari permasalahan bukan 
hanya mengandalkan laporan, kritik dan keluhan yang masuk sehingga 
permasalahan dapat segera diatasi.  
3. Meningkatkan sarana komunikasi dan sarana penyebarluasan informasi 
pada publik melalui update informasi dengan optimalisasi pengelolaan 
website Surakarta.go.id ataupun dengan sarana yang lain. Hal tersebut 
juga dapat berperan segabai sarana transparansi dan akuntabilitas publik. 
4. Meningkatkan komunikasi dan hubungan baik antara Dinas Tata Ruang 
Kota Surakarta dan masyarakat dengan mengintensifkan adanya 
pertemuan atau sosialisasi yang rutin. Komunikasi yang efektif antara 
pihak Dinas Tata Ruang Kota Surakarta akan dapat meminimalisir adanya 
perbedaan pandangan/miss komunikasi dan akan meningkatkan 
kerjasama. 
5. Mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan 
pelestarian Kawasan Cagar Budaya. Hal ini diperlukan mengingat masih 
terdapat Kawasan Cagar Budaya yang belum mendapat perhatian dikarenakan 
dana yang terbatas dari APBD Kota Surakarta sehingga membutuhkan dana dari 
sumber lain. 
